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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 4 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA, 

a. bahwa dalarm rangka terlaksananya kegiatan 
kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 
dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, 
tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun 
Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 
2013; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a perlu menetaplan Peraturan 
Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan Pembangunan Tahun 2013. 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Npmor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3039); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembanan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia TAhun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400]; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sbagaimana telah beberapa kahi diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10.Peraturan Pererintah Noror 14 Tahun 1993 
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja; 

II. Peraturan Pemerintah Noror 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Normor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); 



14 Peraturan Pemenntah Nomor 6 TAhun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609), se bagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219]; 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakchir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

17.Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang 
Aksi Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi Tahun 
2012 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tekeris Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daemah (Benita 
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517); 



22.Peraturan Menteni Keuangan Republik Nomor 
25/PMK.05/2012 Tentang Pelaksanaan Sise 
Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang 
Be bankan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) Tahun Anggaman Benikutnya; 

23.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 
Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lenbaran 
Daera.h Kabupaten Jepara Nomor 3); 

24.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Il 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Barang Miik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2006 Nomor II, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor ); 

25.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten 
Jepara Nomor 16); 

27.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 7); 

28. Peraturan Darah Kabupaten Jepara Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lem bag Telanis Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 18); 

29.Peraturan Daerah Kabupaten Jepana Nomor IT 
Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 15); 

30.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 
tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Periainan 
Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daera.h 
Kabupaten Jepana Nomor 16; p gr 
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Menetaplan 

3L.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Noror 19 
tahun 2011 tentang Organisesi dan Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 17); 

32. Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 1 1  
tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD] Kabupaten Jepara tahun 
2012-2017; 

33.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jepara( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2012 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepana Nomor 7]; 

34.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daemah Kabupaten Jepara tahun 
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
8) 

35.Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009 
Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
(UL Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2009 Nomor 225); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATT TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANOUNAN TAHUN 
2013 

Petunjuk Telanis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
tahun 2013 merupakan pedoman teknis terhadap 
pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2013. 

Pasal 2 

Petunjuk Teknis Juknis Pelaksanaan Pembangunan 
Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dani Peraturan ini. 

Pasal 3 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 iri 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 4 
Semua biaya yang timbul sebagai alibat ditetapkannya 
Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013. 

Asal Asal 



Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah kan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Darah Kabupaten Jepara. 

Ditetaplan di Jepara 
pada tanggal 2o Dae@no 2NL 

BUPATI JEPARA, 

AHMAD MARZUQJ 
Diundangkan di Jepara 
pada tanggal l0 Dew. 2on 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

BERITA 20n2 NOMOR 722 KABRUPATEN JFARA TANUN KABRUPATEN JFARA TANUN 



LAMP[RAN PERA TURAN BUPATT JEPARA 
Nomor ; 4t A 2 

Tanggal ; I0 ab 2on 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. MAKSUD DAN TUJUAN 

Untuk menuju pengelolaan kegiatan pembangunan ke arah yang lebih balk, 
bersih, transparan, akuntabet dan bertanggung jawab, dipertukan suatu 
pedoman untuk pengelolaan kegiatan dalarm Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013. 

Pedoman merupakan acuan yang diharaplan akan dapat dicapai pelaksanaan 
an9garan yang dapat dipertanggungewabkan balk secara fisik maupun 
keuangan dan mempuryai kemanfaatan serta mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat banyak (outcome dan benefit). 

Petunjuk Teleis Petalcsanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2013 inf 

dilalcsanak.an dengan malcsud dan tujuan: 
L. Mewujudkan kesatuan permahaman dalam melaksanakan sistem dan 

prosedur penatusahaan/ pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah tahun anggaran 2013. 

2. Sebagai pedoman pelalcsanaan pengadaan barang dan jasa Pernerintah 
Daerah Kabupaten Jepara. 

3. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan permeriksaan dalam 
penatausahaan pelasanaan Ang9garan Pendapatan dan Belanja Daerah. 

4. Sebagai pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
Tahun 2013 9"_an eoiatan tewood eterpauan dan 
keserasian dalamn program maupun kegiatan yang tepat waktu, tepat 
mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat. 

5. Sebagai perwujudan pencapaian kesatuan arah, visi, mist Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jepara dan pola pelaksanaan kegiatan di Daerah 

Berkaitan heal tersebut di at.as, sangat dipertukan perhatian dart Pirpinan 
Perangiat Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 untuk hal-hal sebagai berikut : 

1. Pedoman Pelaksanaan ini ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
yang bersumber dana APB0 Kabupaten Jepara. 

2. Program/Kegiatan yang ada harus dapat diday agunakan sebesar-besarnya 
untuk meningkatkan produktifrtas dan peningkatan kualirtas pelayanan 
masyarakat serta pemberdayaan masyaralat, pengamanan dan 
periindung.an sosial yang dalam pengelolaannya diperlukan tindakan yang 
efisien dan efeltif, herat dan tidal boros. 

3. Meningkatian kualit.as aparatur lembaga dan sister pada masing-masing 
perangkat daerah yang berkaitan erat dengan peningkatan 
profesionelisme aparatur, keahlian dan ketrampilan yang memadai pada 
bidang tugasrya, etos kerja, dedikasi dan dlisiplin tinggi. 

4. Kegiatan -kw giatan  Pembangunan  Dau rah agar diuparyakc.an sejauh mungiin 
dapat meryverap tenaga kerja sebanyal-banyaknya, baik di perkotaan 

pun perde aan dengan tetap memnperhatikan ketentuan yang berlaku. 
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dingtungan Pererintah Daerah dengan berbagal pihak yang terkart 
dalamn rangka pelakcsanaan permbangunan di daerah. 

6. Permasalahan atau hambatan dalam peaksanaan kegiatan, yang tidal 
dapat diselesaikan oleh para Pimpinan Program/Kegiatan agar segera 
dilaporkan kepada Bupati Jepara Up. Bappeda Kabupaten Jepara, Bagian 
Pembangunan Setda Kabupaten Jepara dan Dinas Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi. 

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas juga Sup@ya memperhatikan adanya 
prinsip-prinsip anggaran serta dalam rangka mewujudkan Good Governance 

dalam Tahun Anggaran 2013 harus memenuhi azas-azas : 

L. Transparansi 
Adanya kepercayaan timbal-balik antara permerintah dan masyarakat 
melalui penyediaan informasi dan jaminan kerudahan dalam memperoleh 
informasi yang akurat dan memadai (informasi kebijak.an publik yang 
menyangkut kepentingan orang banyak mudah diakses dan terbuka bagi 
masyarakat) 

2. Partisipasi 
Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalarm menyampaikan 
pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut 
kepentingan masyarakat, balk secara langsung maupun tidak langsung 

3. Akuntabilrtas 
Para pengambit keputusan dalam segala bidang Yang menyanglut 
kepentingan masyarakat luas harus meriliid aluntabilirtas dan harus 
bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan 

4. Profesionalirta 

Meningkatkan kemarnpuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar 
mampu membeni pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya 
terjangkau 

5. Efsit si dan Efekctifitas 

Menjarnin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan 
menggunakan sumber day yang tersedia secare optimal dan 
bertanggung jawab 

B. ADAS UMUM PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

1. AP8D adalah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah 
yang ditetapk.an dengan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan prinsip 
hemat, tidak mewah, efeitif dan efsien sesual ketentuan Perundangan. 

2 Semua peneriraan Dae r ah  dan  pengeluaran Daerah dalamn rangka 
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikelola dalamn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan melaluf 
rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan pada PT. Bank Jateng 
Cabang Jepeara. 

3. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan sedangkan 
Belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran Belanja. 

L 

• 

• 

f 
_J_ 

l 

e 

J 

l. 

C 

t 
• 

L 

• 

• 

f 
_J_ 

l 

e 

J 

l. 

C 

t 
• 



4 Penaggaran pengeluaran harus didulung deng.an adanya kepast.an 
ngar an dan dlarang melalsanal.an egiatan yang belum tersedia dan 
atau tidal culup tersedia anggaranoya dalamn Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Deerah 

5. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan 
Pengeluaran dan Orang atau Badan yang menerima atau menguas.al 
uang /barang / ekayaan Daerah wajib menyelenggaraka penatausahaan 
se uai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

6. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang 
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau 
pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul 
dart pengunaan surat bukti dimnaksud. 

7. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum 
Daerah mengesahkan dan mengatur Dana yang dipertukan dalam 
pelaksanaan anggaran. 

8. Pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah 
dilakukan berdasarkan Surat Perintah Mernbayar yang diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna anggaran. 

9, Pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dilalulan berdasark.an atas hak dan bukcti-bukti yang sah untuk 
memperoleh pembayaran. 

10. Pembayaran dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) oleh Bendahara Urum Daerah/'Kuasa Bendahara Urum Daerah. 

C. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

L. Penyusunan Dolmen Pelaksanaan Anggar an, 

Dolumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
merupakan Dolumen yang meruat Pendapatan Belanja dan Pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelalsanaan anggaran oleh Pengguna 
Anggaran /Pengguna Barang dan rencana penarikan Dana untuk 
pengeluaran yang dibutuhkan serta pendapatan yang telah direncanakc.an 

pencapaiannya. 

2. Mekaalsme Peryusunan Dokumnen Pelaksanan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut ; 

a). Paling lambat 3 (tiga) hart kerja setelah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ditetapkan masing-masing Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan Rancangan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
epada Bupati Cq. Sekretanis Daerah sebagai koordinator 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

b). Rancangan Dolumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sebagaiman tersebut dalam huruf a diverifikasi oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan susunan 
keanggotaannya sebagai berilut; 

1). Penanggung jawab :  1. Bupati Jepara 
2. Wall Bupati Jepara 

2. Ketua • Ssekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
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; Asisten Administrasi Sela Kabu paten 
Jepara 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jepara 

5). Anggota 1, Asisten Pemerintahan Sekda 
Kabupaten Jepara 

2. Asisten perekonomian dan 
Pembangunan Sekda Kabupaten 
Jepara 

3. Kepala Bappeda Kabupaten Jepara 
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda 

Kabupaten Jepara 
5. Kepala Bagian Hukum Setda Jepara 

c). TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b) ditetapkan oleh Bupati 

d). Verifkasi atas Rancangan Dolumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 15 (limna belas) 
hart kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

e). Berdasarkan basil verifiasi, Pejabat Pengelola Keuangen Daerah 
mengesahkan Rancangan Dolumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangiat Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah. 

f). Dolumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang sudah disahkan disarpaik.an selambat-lambatnya 7(tujuh) hart 
kerja kepada: 

1). Kepala Inspektorat Kabupaten Jepara 
2). DPPKAD Kabupaten Jepara 
3. Bappeda Kabupaten Jepara 

g). Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh SKD diwajibkan 
memberitahulan kepada Carat sesuai Wilayahnya secara tertulis. 

). Perrusuna"_Pen _Peasanaan Aoooawan satan Kea 
Peranglat Daerah (DPA-SKPD) berdasarian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daer ah yang sudah ditetapk.an dan dliundangkan dalarm 
Lembaran Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk DA 

belanja dilengkapi dengan Gambar dan Rencana Anggaran, biaya 
untuk DPA Pendapatan dilengkapi dengan Rencana Pendapatan. 

0). +Hai-heal rang mends"_"_peoyusnan pokumen Pellsanean 
Anggaran Satuan Kerja Peranglat Daerah adalah ;  

1). Menyanglut kebijakan daerah 
2). Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 yang telah disyahkan 
dan diundangkan dalamn Lembaran Daerah. 

3). Pertu adanya penghematan-pengheratan 
4). Dihindani terjadinya duplikasi permbiayaan pekerjaan kegiatan. 
5). Berpedoman standarisasi dan tolok ukur kinerja. 
6). Untuk kegiatan-kegiatan fisik balk kegiatan pembangunan 

maupun rehab diharuskan untuk dilengkapi dengan Ijin 
Mendirikan Bangunan (Tata Cara Pengurusan IM8 dapat 
dikoordinasllan dengan Satuan Kerja Perangkat Dau rah terkait'). 

3). Wall Ketua 

4). Selretanis 
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7). Terhadap suatu kegiatan yang kemunglinan dapat 
menimbulkan dampak besar dan penting, agar teriebih dahulu 
disusun Dolumen mengenai Analisis Mengenai Dampak 
Lingiungan tidup sesual peraturan perundang-undan yang 
berlaku. 
Hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (AMODAL) agar dikxoordinaslkan dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait. 

8). Pelaksanaan Pembangunan harus tetap memperhatikan 
Pertindungan terhadap Tenaga Kerja 

j). Dolumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
ditetapkan/ disahkan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan 
Daerah setelah mendapat persetujuan dani Selcretaris Daerah. 

3. DPA LANUTAN 

Untuk kegiatan yang tidal dapat diselesaikan dalarm tatun anggran 2013, dapat 
dilanjutkaan pada tahun berilutnya dengan teriebih dahulu menganggarkan 
kembali kegiatan tersebut pada AP8D 2014. 
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6AS II 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN PPKD 

A. PENATAUSAMAAN KEUANGAN BENDAMARA PENERIMAAN SKPD 

1. Bendahara penerimaan SsKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dean mempertanggungjawabk.an 
penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan AP8D pada SKPD 

2. Untuk melalcsanal.an tugas bendahara penerimaan SKPD berwenang: 
a). menerima penerirmaan yang bersumber dart pendapatan asli daerah; 
b). menyimpan seluruh penerimaan; 
c). menyetorkan penerimaan yang diterima dani pihak ketiga ke 

reiening kas urum daerah paling lambat 1 hani kerja, kecuall 
wilayah kecamnatan Karimunjawa paling lamnbat 7 hart kerja; 

d). mendapatian buiti transalcsi atas pendapatan yang diterima melalui 
Bank. 

3. Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga 
wajib pajak dan/atau wafib retribusi mengalami kesulitan dalam 
membeyar lewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara 
penerimaan pembantu sKD untuk melaksanal.an tugas dan wewenang 
bendahara penerimaan SKPD 

8. PENATAUSAMAAN KEUANGAN BENDANARA PENERIMAAN PPKD 

1. Bendahara penerimaan KD bertugas untuk mentausahak.an dan 
mempertanggung- jawaban seluruh penenirmaan pendapatan PPKD dalam 
rangka pelaksanaan AP8D. 

2. Untuk melakcsanakan tugas sebagairana dimaksud pada angka I 
bendahars penenmean PP R""no_untuk mendepat#an bow 
transalsi atars pendapatan yang diterira melalui Bank. 

3. Atas pertimbangan eflsiensi dan efeiiftas, tugas dan wewenang 
bendahara penerimaan PKD sebagaimana dimnaksud pada angka 1 dan 
angla 2 dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah. 

C. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAMARA PENGELUARAN SKPD 

1. Bendahara pengeluaran $KPD bertugas untuk menerima, menyimnpan, 
membayarkan, menataus.ahakan, dan mempertang-gungjawabk.an 
pengeluaran uang dalarm rangka pelaksanaan APDD pada SKPD. 

2. Dalam melaksanal.an tugas sebagaimana dimaksud pada angka I 
bendahara pengeluaran $9OD berwenang 
a). Mengajukan perrintaan pembayaran menggunalaan $PP UP/Gu/TU 

dan $PP-LS; 
b). Menerima dan menyimpan uang persediaan; 
c). Melaksanakan pembayaran dart uang persediaan yang dikelolanya; 
d). Menolak perintah bayer dart Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; 
e). Meneiiti kelengkapan dolumen pendulung SP-LS yang diberikan 

oleh PTK; 
f). Mengembalikan dolumen pendukung $PP-LS yang diberikan oleh 

pK, apabila dolumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau 
tidal lengkap. 

3. Bendahara Pengeluaran dalamn melaksanal.an tugasnya dapat dibantu oleh 
Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
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4. Utul melaksanal.an sebagian tugas sebagaran.a dinalcsud pad.a angi.a 
3bendahara pengeluaran pemnbant SK9p  berwewenang: 

a). Mengajukan permintaan peroaryaran menggunakan $pp-Tu dan 
$PP-LS; 

b). Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dart 
Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dani bendahara 
pengeluaran; 

c). Melalsanal.an pembayaran darn uang persediaan yang dikelolanya; 
d). Menolak perintah bayar dart Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan; 
e). Meneliti kelengkapan dolumen pendukung SP-LS yang diberikan 

oleh pPTK; 
f). Mengembaliln dolumen pendulung sPP-LS yang diberikan olet 

pnK, apabila dolumen tersebut tidak memenuti syarat dan/atau 

tidak lengkap. 

D. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD 

L. Bendahara pengeluaran 9PKD bertug untuk menatausahak.an dan 
mempertanggung -jawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rang#a 
pelaksanaan AD. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka I 
bendahara pengeluaran PKD berwenang: 
a). Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan $PP4$ PPKD; 

b). Meneliti kelengkapan dolumen pendulung SP-LS PPKD; 
c). Mengembalikan dolumen pendulung $PP-LS PPKD kepada pejabat 

yang terkait, apabila dolumen tersebut tidak memenuhi syarat 
darn/ atau tidal lengkap. 

E. PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH 

I. Bendahara Umum Daerah wajib menyampaik.an laporan atas pengelolaan 
uang yang terdapat dalarm kewenangannya. 

2. Laporan sebagaimnana dimalcsud pada angka I berupa: 
a). Laporan Posisi Kas Harian 
b). Rekonsiliasi Bank 

3. Laporan sebagairana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Bupati 
secara periodik. 

4. Tata care penyusunan laporan Bendahara Urum Daerah diatur lebih 
lanjut oleh Bupati. 

F. PENATAUSAHAAN LEBIH LANJUT TENTANG SKPD DAN PPKD. 

Penatausahan SPD dan PPKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Penatausaha.an dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyarpaiannya serta Peraturan Bupati 
tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati 
Jepara tentang Uang Persediaan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGLATAN 

A. UMUM 

1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalarm pelaksanaan kegiatan, 
antara lain ; 
a. Pelaksanaan kegiatan dilakuk.an oleh Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah sesuat tugas dan fungsinya, oleh karena #tu 

Pimpinan Program/Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Pengeluaran 
Pembantu harus berada pada masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

b. Kegiatan-kegiatan yang telah selesai proses penyusunan dan 
pengesahan Dolumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangiat Daerahnya agar segera berkoordinasi dengan ULP untuk 
pelaksanaan pengadaan barang/Jase dan kegiatan dapat 
dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga tidak terjadi 
keterlambatan. 

c. Pelaksanaan sutu kegiatan berilut pembiayaannya, tidak boleh 
"""Moang dan Dolkumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kenja 
Perangkat Daerah yang disahkan serta tidak boleh melamnpaui batas 
anggaran yang disediakan dan pembiayaan pengadaan yang 
dilaksanal.an pol jar-pokja dibebank.an kepada kegiatan yang al.an 
dilaksanak.an. 

d. Dalam pelalsanaan pekerjaan agar dapat tercapal asas lima tepat, 
yaltu tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi 
dan tepat manfaat supaya berpedoman pada peraturan dan 
ketentuan yang bertaku. 

2 Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayal dan Alokasi Dana Desa 
(ADD) harus tetap mengacu kepada Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemenintah, sebootelah beberape kaii diubah terakhi den9an 
Peraturan Pre iden Nomnor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 

3. Pengadan barang/asa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang 
bersumber dani pendapatan Badan Layanan Umurmn Daerah ftu sendini 
dilakcsanal.an berdasarkan peraturan dan ketentuan tentang Badan 
Lyanan Urum Daerah, sedangkan pengadaan barang/jasa yang 
bersumber dart AP8N/APBD dilalqukan oleh ULP berdasarkan prinsip 
efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praltek bisnis yang sehat sesua 

dengan ketentuan dan peraturan yang bertaku. 

4. Nlai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
lainoya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- ( dua miliar lima ratus juta 
rupiah), diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha keoil serta koperasi 
eoil, kecuall untuk palet pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis 
yang tidak dapat depenuhi oleh usaha mikro dan usaha kecil serta 
koperasi ke. 
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5 9oiongen lu lrfiat usaha jsa pelalsan.aan didarsa kan pad.a 
i nt ra  bingit'ledalt  man'kompetensi dan potensi keramnpuan 
melalsaal.an pelerjaan berdasaran kiteria resilo dan kriteria 
pen9gunaan tenologi. 

8. ORGANISASI KEGIATAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAM 
DAN DILUAR SEKRETARIAT DAERAH 

1. Dalam rangka peningkatan efekctifitas, daya guna dan hasit guna, 
organisasi kegiatan di Lingkngan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara 
dilengkapi dengan unsur-unsur sebagal berikut; 

a. Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten 
Jepara. 

b. Pimpinan Program/Kegiatan 
Pimpinan Program Kegiatan dijabat oleh Kepala Bagian sesual 
dengan bidang tugasnya. 

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PK) 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Kepala Bagian 
sesuai bidang tugasnya yang melaksanakan Pengadaan 
Barang/asa. 

d. Pejabat Pelalcsana Telnis Kegiatan (p1) 
Pejabat Pelakcsana Telcis Kegiatan dijabat oleh Kepala Sub Bagian 
sesuai dengan Bidang Tugasnya. 

2. Organisasi kegiatan di luar Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Jepara adalah sebagal berilut: 

a. Organisasi Kegiatan di Lingkungan Badar/Dinas/ Sekretariat DPRD 
Kabupaten Jepara. 

1). Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala 
Badan/Dinas/'Sekre DPR.D Kab. Jepara. 

2). Pimpinan Program/ Kegiatan 
Pimpinan Program/ Kegiatan dijabat satu tinglat ditbawah 
kepala badar/dinars/sekretarts sesuat bidang tugasnya yang 
tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa 

3). Pejabat Pembuat Komitmen (PK) 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Pejabat Satu 
Tingkat dibawah Kepala Badan/Dinas/ Sekretaris sesual 
dengan Bidang Tugasnya yang melaksanakan pengadaan 
barang/jasa. 

4). Pejabat Pelaksana Tekis Kegiatan (PPTK) 
Pejabat Pelakcsana Telcnis Kegiatan dijabat oleh Pejabat 
Esselon IV di Linglungan Bedar/Dinas/'Sekretaris DPRD gesual 

dengan Bidang Tugasnya. 

b. Organisasi Kegiatan di Lngkungan Kantor. 

1). Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala Kantor. 
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2). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pejabat Pembuat Komitmen (PO) ijabat oleh Pejabat Sat 

Tingiat dibawah Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya yang 
melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

3). Pejabat Pelaksana Telnis Kegiatan (PTX) 
Pejyabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Pejabat/ Stat 
Yang Membidangi sesua dengan Bidang Tugasnya. 

C. KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 

1. Penanggung Jawab Program/Kegiatan 

Penanggung Jawab Program/Kegiata adalah Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pada 
lingkup bidang tugasya dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan yang 
dibidanginya dapat berjalan lancar. 

2. Koordinator Penanggung Jawab Program/Kegiatan 

a. K0ordinator Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pejabat yang 
bertanggung jawab mengkoordinasikan penanggung jawab 
program/ kegiatan pernbangunan agar dalamn pelaksanaannya dapat 
berjalan lancar. 

b. Koordinator Pena0ggung Jawab Program/Kegiatan dijabat oleh 
Seiretanis Daerah Kabupaten Jepara. Disamping ltu Sekretarts 
Daerah larena kedudulannya mala juga sebagai Koordinator 
Pengelola Keuangan Daerah. 

3. Penanggung Jawab Urum 

a. Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan adalah Pejabat yang 
bertanggung jawab terhadap pelalsanaan program kegiatan secara 
meryeluruh di wlayah Kabupaten Jepara agar pelaksanaannya 
dapart berjalan lancar. 

b. Penanggung Jawab Umum Program/Kegiatan dijabat oleh Bupati 
Jepara dan Wall Bupati Jepara 

D. BIAYA PENGELOLAAN KEGLATAN. 

1. Biaya Pengelolaan Kegiatan diberkaan sesuai Standarisast Biaya Kegiatan, 
Honorariurn, Harga Pengadaan Barang dan Biarya Pereliharaan 
Pererintah Kabupaten Jepara Tahun 2013 serta telah dliuj/diteliti oleh 
Tim Peneliti Dolumen Pelaksanaan Aggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah 

2. Honorarium kegiatan adalah penghaslan/ gaj yang diberikan kepada 
pejabat/ pegawa'seseorang sehubungan jabatan yang diembannya 
dalam perangkat organisasi kegiatan 

3. Honorarium untuk Bendahara Pengeluaran diatur tersendint lewat 
Keputusan Bupati Jepara. 

4. Dalt m permberian honorarium kepada perangkat organisasi kegiatan 
agar berpedoman heal-hal sebagai berilut ; 
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a ionorariurn dapat dibebani.a pad.a legiat.an sepa0yang danary.a 
{en om or 

b. Penberian honorarurn die uallcan dengan jadwal pelalcsan.aan 
egiatan 

c. Pejabat Pelalcsana Telnis Kegiatan Satuan Kerja Perangiat Daerah 
dapat melaksanakan beberapa kegiatan sesuai bidang tugas0ya. 

d. Honor sebagai PPKomn, Pokja pengadaar/Pejabat Pengadaan 
barang/ jasa, Panitia Penerima lasil Pekerjaar/Pejabat Penerima 
tasit Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran, Pengawas lapangan 
besarnya mengacu pada Standar Biaya dan Satuan Marga 
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013. 

e. Kegiatan-kegiatan yang mendapatkan tarmnbahan dalam Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada 
Penetapannya sudah dipilih untuk dibebani Biaya Pengelolaan, 
dapat dibebani lagi tambahan Biaya Pengelolaan sesuai ketentuan 
tersebut di atas. 

5. Ketentuan yang beriaitan dengan tata cara pengelolaan dana (pencairan 
dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, verifikasi dll.) diatur 
tersendini dalam Buku Sister dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati Jepara. 

1. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedi.a 
Barang/Jasa terdini atas : 
a. Pengguna A9garan 
b. Pejabat Pembuat Komiten (PPK) 
c. ULP/Pejabat Pengadaan 
d. Panitia/Pejabat Penerima iasill Pekerjaan. 

2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swalelola 
terdint atars: 

a. Pengguna Anggaran 
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan 
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

3. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana tersebut diatas 
tidak terikat tahun anggaran. 

4. ppK dapat dibantu oleh tim pendukung yang dlpertukan untuk 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jars.a. 

5. Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undann. 

F. PENGGUNA ANGGARAN 

1. Pengguna Anggaran memilili tugas dan kewenangan sebagai berilut :  

a. Menetaplan Rencana Umnumn Pengadaan. 
b. Mengurmurkn secara luas Rencana Urum Pengadaan paling 

kurang di website Kabupaten. 
c. Menetapkn PK. 

d. Menetaplan Pejabat Pengadaan. 
e. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penenima Hasil Pekerjaan. 

E. ORGANISASI PENGADAAN E. ORGANISASI PENGADAAN 



f. Menetapin 
1). Pemenang peda pelelangan tau peryedia pada penunjukan 

langsung untuk palet pengadaan barang/pekerjean 
konstrutsi/'jar lainrya dengan nilei diatas Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah ); atau 

2). Pemenang pada seleksi atzu penyedi.a pada penunjukan 
langsung untuk palet pengadaan jasa konsultansi dengan nilai 

diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
g. Mengawasi pelaksanaan an9garan. 
h. Menyampaikcan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
I. Men ye l  ailcan perselisihan antare ppK dengan ULP/pejabat 

pengadaan, dal m hal terjadi perbedaan pend.apat 
f. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dolumen 

pengadaan barang/jasa. 
k. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetaplan 

2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas dalam 
hal dipertukan Pengguna Anggaran dapat : 
a. Menetapkan tim teknis; dan /atau 
b Menetapkan timn jur/tirm ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui 

sayembara/kontes. 

G. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

1, PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk 
melalsanal.an Pengadaan Barang/Jars.a. 

2. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus merenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. memilikd integnitas; 
b. mer~lilt disiplin tinggi; 
c. merilild tanggung jawab dan kualifiaasi teknis serta manajerial 

untuk melaksanak.an tugas; 
d. marpu mengambit keputusan, bertindak tegas dan meritikd 

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; 
e. menandatangani Palta Integritas; 
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 

Membayer (PPSPM) atau Bendahara; dan 
g. memild Sertiflat Keahlian Pengadaan BarangJasa. 

3. Persyaratan tidak menjabat sebagai PPS9M sebagaimana dimaksud 
dliatas, dikecualikan untuk Pengguna Anggaran yang bertindak sebagal 
pox. 

4. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk 
sebagal PPK, persyaratan angka 2 huruf g tersebut diatas dikecualikan 

• pK yang dijabat oleh pejabat eseion II dan/ atau 
b. PA yang bertindak sebagai PPK 

5. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud diatas adalat ;  
a.  berpendidikan paling lurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan 

bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan 
pekerjaan; 
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b meml pengalaman paling lurang 2 (dua) tabun terlibat secara 
alf d a mn  legiat.an  yang  beriltan dengan Pengadaan 
B rang/Jasa dan 

c. merill kerarpuan kerja secara berkelompok dalam 
melalisanakan setap tugas/ pekerjaannya. 

6. Dalamn hal jumlah Pegawai Negen yang mermenuhi persyaratan 
sebagairana dimealsud angka 5  huruf  a  terbatas,  persyaratan  tersebut 
dapat diganti dengan paling urang goongan Illa atau disetarakan 
dengan golongan [Ila. 

7. PPK memilild tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 
a. menetaplan rencana pelakcsanaan Pengadaan Barang/asa yang 

meliputi: 
1) spesifkasi teknis Barang/Jasa; 
2) Marga Perliraan Sendini (HPS); dan 
3) rancangan Kontrak. 

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
c. menyetujut buiti pembelian atau menandatangani Kuirtansi/ Surat 

Perintah Kerja (SPK /surat perjanjian: 
d. melalsanak.an Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 
f I .__  I I _ ,  I ' - � - -  ...  -·- neiaponan p eia sar an y  penyvees.aan ren9aooan ang/ 

kepad8 PA/KPA; 
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada 

PA/KPA dengan Benita Acara Penyerahan; 
h. melaporkan kerajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran 

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap 
triwulan; dan 

i. menyimnpan dan menjaga keutuhan seluruh dolumen pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

8. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam hal 
dipertukan, PPK dapat.: 
a. mengusulkan kepade PA/KPA: 

1). perubahan paket pekerjaan; dan/ atau 
2). perubahan jacdwal kegiatan pengadaan; 

b. menetaplan tim pendulung; 
c. menetapkan timn atau tenaga ahli pembent penjelasan teknis untuk 

mermbantu pelalsan.aan tugas ULP; dan 
d. menetapkan besaran Uang Mula yang akan dibayarkan kepada 

Penyedia BarangJasa 

M. PANITA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

L. PA/KPA menetapkan Panitia Pejabat Penerima Has#l Pekerjaan. 
2. Anggota Panitia/Pejabat Penerima lasil Pekerjaan berasal darni pegawai 

egeni, baik dart instansi sendini maupun instansi lainnya. 
3. Dikecuallikan dart ketentuan angka 2 dliatas, anggota Panitia/Pejabat 

Penernima tlasit Pelerjaan pada Institusi lain Pengguna AP8D tau 

Kelompolyralt Pelakcsana Swalelola dapat berasal dant bukan 
pegawai negeri. 

4. Pan#tia/Pejabat Penerima tasit Pekerjaan wajib mermenuhi persyaratan 
sebagai berikut. 
a. mermiliid integritas, disiplin, dan tan9ggung jarwab dala m  

melaksanal.an  tugas;  
b. mermaharmi isi Kontrakc; 
c. meriliii kualifikasi teknis; 
d. menandatangani Paita Integritas; dan 
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e tidal merjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintat 
Mermbayr (9SM) at Bendahara 

5. Penta/Pejabat Penernima Hast Pekerjaan sebagaimana dimnalsud 
mempunyai tugas polok dan liewen.angan untuk ;  
a.  melaluin  perenie an hast peterjaan Pengadaan Barang/Jars.a 

sesuai dengan letentuan yang tercanturn dalamn Kontrak; 
b. menerima hasit Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui 

pemeriksaan/ pengujian; dan 
c. membuat dan menandatangani Benita Acara Serah Terima Hasil 

Pelerjaan. 

6. Dalamn hal pemeriksaan Barang/Jasa memertukan keahlian teknis 
khusus, dapat dibentuk tin/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan 
tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

7. Tim/tenaga ahli sebagairmana diralsud pada angka 6 ditetapkan oleh 
PA/KPA. 

8. Dalam hal pengadaan Jasa Konsutansi, pemeriksaan pekerjaan 
sebagaimana dirnaksud pada angka 5 huruf a diatas, dilakukan setelah 
berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. 

9. Dalam rangta pengendalian teinis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) makxa 
eanggotaan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diatur sebagal 
berikut: 

a. Kean9gotaan Pan#tiaPejabat Penerima hasit Pekerjaan, untuk 
pekerjaan yang bernilai diatas 1 (satu) milyar adalah : 
1). Ketua Assisten Sekda Jepara sesual dengan bidang 

tugasnya 
2). Selretaris: Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten 

Jepara 
3). An9ggota : a). Unsur Teknis 

b). Unsur Pengguna Kegiatan 
c). Unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jepara 

b. Keanggotaan Panitia Penerima has#l Pekerjaan, untuk pekerjaan 
dengan niai Rp. 200 Juta s/d Rp. 1 Milyar adalah: 
1). Ketua Kepala Bagian atau Kasubbag pada Bagian 

Pembangunan Sertda Jepara 
2). Selretaris: Unsur Bagian Pembangunan Setda Jepara 
3). Anggota : a). Unsur Teknis 

b). Unsur Pengguna Kegiatan 
c). Unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jepara 

c. Keanggotaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan, untuk pekerjaan 
dengan nilai Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 juta adalah :  
1). Ketua Unsur Pen9guna Anggaran 
2). Selretaris. Unsur Bagian Pembangunan Setda Jepara 
3). Anggota : Unsur Tellis SKPD terkait 

d. Pejabat Penenima hasill Pekerjaan, untuk pekerjaan dengan nilai 
dibawah Rp. 50 jut. 
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fang bdat dbenaan menjabat dalamn leangota Panitia peabat 
errata P k  r n  adale :  

a  epala  Satuan  erja  Perangiat  Daerah  yang  bersang  utan  
b. Penanggung Jawab Program Kegiatan/Pmpinan Program kegiatar/ 

Pejabat Pelaksana Telnis Kegiatan Satuan Kerja Perangk.at Daerat 
c. Pejabeat/Stat Inspeictorat Kabupaten Jepara 
d. Tidak menjabat sebag.ai Pengelola Keuangan 

(bendahara/Verifkator/pejabat penandatang.an surat perintah 
membayan). 

I. PENGAWAS LAPANGAN 

1. Untuk jenis kegiatan konstrulesi Pengawas Lapangan adalah Staf Tekxnis 
dart Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Jepara dan 
Dinas Cpta Karya Tata Ruang dan Kebersthan Kabupaten Jepara, 
sedangkn untuk jenis kegiatan lainnya disesuaikan antara kegiatan 
yang dilaksanal.an dengan kompetensi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang menangani (sesuai Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
bersangiutan). 

2. Tugas Pengawas Lapangan :  

a. Mengawast pelalcsanaan kegiatan di lapangan selama kegiatan 
dilaksanak.an 

b. Menyusun laporan mingguan kepada Pimpinan Program/Kegiatan 
melaluit Pejabat Pelaksana Tekonis Kegiatan tentang pelasanaan 
kegiatan di lapangan. 

c Memberi teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan 
eatan terdspat pemMP! toak sesual deroan pestek 

d. Memecahkan hamnbatan dalamn pelaksanaan sebatas kewenangan 
yang diserahkan oleh Pimpinan Program/Kegiatan. 

e. llut menertiblan administrasi kegiatan di lapang.an. 
f. Dalam pelaksanaan tugasnya pengawas lapan9an 

bertanggungjawab kepad Pimpinan Program/Kegiatan melaluf 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 

3. Pengawas Lapan9an yang mengawasi lebih dani I (satu) kegiat.an 
supearya dide-katkan lolasinya untukx meningkatkan kualitas pengawas.an. 

4. Bilamana sKPD tersedia anggaran dapat menggunakan konsultan 
perencana dan pengawas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
bertaku. 

J. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), PEJASAT PENGADAAN DAN 
KELOMPOK KERA PENGADAAN 

1. umum. 

a. Organisasi Unit Lyanan Pengadaan dibentuk dengan Peraturan 
Bupati Jepara. 

b. Kepala Unit Ly@nan Pengadaan dijabat oleh Kepala Bagian 
Pembangunan Setda Kabupaten Jepara. 

c. Sekretariat Unit Layanan Pengadaan bertempat di Bagian 
Pembangunan Setda Jepara dan mempunyai tugas antara lain : 

I). Merye di akan  dan  mengelola  sistir  informasi yang digunakan 
dala m petalsanaan pengadaan bar ang/jasa; 
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). Mensos lie akan lebijal.an dan legiat.an pengadan 
barang/ arsa 

3). Meryedial.an informasi pengadaan barang/jars.a lepada 
masyarakat. 

4). Memfasiltasi proses pengadaan termasuk tahapan 
pengumuman di Website dan pelaksana pekerjaan den9an 
SPSE (Sistem Pengadean Secara Elektronik.) 

d. Koordinator Kelompok Kerja Pengadaan (Pokja Pengadaan), 
sebagai berilut :  

1). Pokja-polja pengadaan Barang dibawah koordinator Kepala 
Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian 
Pembangunan Setda Kabupaten Jepara. 

2). Polja-polja pengadaan Pekerjaan Konstruksi dibawah 
koordinator Kepala Sub Bagian Program Pembangunan pada 
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara. 

3). Pokja-pokja pengadaan Jasa Konsutansi dan Jasa Lainnya 
dibawah koordinator Kepala Sub Bagian Pengendalian 
Pembangunan pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten 
Jepara. 

e. Perilihan Penyedia Brang/Jasa dalarm ULP dilakuk.an oleh 
Kelompok Kerja ULP. 

f. Kev nggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk.: 
1). Pengadaan Barang/Pekerjaa KonstrulsiJasa lainnya dengan 

nllai diatas R.p200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
2). Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 

Rp50.000.000,00 (lira puluh juta rupiah). 

g Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan 
paling lurang 3 (tiga) orang dan dapat ditamnbah sesual dengan 
kompleisitas peerjaan. 

h. Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud, dapat dibantu oleh 
tim atau tenaga ahli pembeni penjelasan teknis. 

L. Paket Pengadaan Barang/Pelerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

bernilai paling tin9gi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dapat dilakcsanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat 
Pengadaan. 

f. Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tin9qi 
Rp50.000.000,00 (lira puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan olet 
Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan. 

k. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh I (satu) orang Pejabat 
Pengadaan. 

2. Syarat dan Tugas Pokok Kepale ULP, Pokja dan Pejabat Pengadaan 

a. Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan 
memenuhi persyaratan sebagai berikut ; 

1). meriliid integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalamn 
melakcsanal.an tugas; 

2). mermahami pekerjaan yang akan diadakan; 
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3) mem" peen»an tertent no_ men d  two  
UP/Kelompoke Kerj ULP/Pejabat Pengadaan yang 
bersangiutan; 

4). mermahamni isi dolumen, metode dan prosedur Pengadaan; 
5). merid Sertifiat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesual 

dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan 
6). menandatangani Palta Integritas. 

b. Persyaratan Sertifkasi Keahlian Pengadaan BarangJasa dapat 
dikecualik.an untuk Kepala ULP, 

c. Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan meliputi: 
1). meryusun rencana permilihan Penyedia Barang/Jasa; 
2). menetapkan Dolumen Pengadaan; 
3). menetaplan besaran nominal Jaminan Penawaran; 
4). mengumurkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jsa di 

website Kerenterian/Lerntahbaerah/ Institusi 
masing-masing dan papanpengumuman resmi untuk 
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumurk.an 
dalam Portal Pengadaan Nasional; 

5). menilai kualifkasi Penyedia Barang/Jasa melalul prakualifkasi 
atau par alualifkasi; 

6). melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap 
penawaran yang masuk, 

7). khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 
(a). menjawab sanggahan; 
(b). menetaplan Peryedia Barang/Jasa untuk : 

(1) Pelelangan atau Penunjukan Lan9sung untuk paket 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa 

Lainnya yang bernilai paling tingqi 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

(2) Selelsi atau Penunjukan Lan9sung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsuttansi yang bernilai paling 
tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

(c). menyarmpaikan hasil Perilihan dan salinan Dokumen 

Pernilihan Penyedia Barang/Jasa epada PK; 
(d). menyirpan dolumen asli perilihan Penyedia 

Barang/Jasa; 
(e). membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada 

Kepala ULP. 

8). khusus Pejabat Pengadaan: 
(a). menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk.: 

(1). Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
ber ilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah); dan/atau 

(2). Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp50.000.000,00 (lira puluh juta rupiah); 

(b). menyampaikan hasit Perilihan dan salinan Dolumen 
Pemlithan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 

(). menyerahkan dolumen asl perilihan Penyedia 
Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan 
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(d). merbuat laporn mengenai proses Pengadaan kepad.a 
PA/KPA. 

9). membenikan pertanggungawaban atas pelaksanaan kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa kepad PA/KPA 

d. Tugas polok dan kewenangan Kepala ULP meliput; 
1). mermimnpin dan mengkoordinasik seluruh kegiatan ULP; 
2). menyusun program kerja dan anggaran ULP; 
3). mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP 

dan melaporkan apabila ad.a penyimpangan dan/atau indikasi 
penyimpangan; 

4). membuat laporan pertanggungjarw atas pelalcsanaan 
egiatan Pengadaan BarangDJasa kepada Menter/Pimpinan 
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; 

5). melaksanakan pengembangan dan pembinaan Surber Daya 
Manusia ULP; 

6). menugaskan/menempatkan/merindahkan anggota Kelompok 
Kerja sesuai dengan beban kerja masingmasing Kelompok 
Kerja uLP; dan 

7). mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang 
ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila 
terbulti melalukan pelanggaran peraturan perundang 
undangan dan/ atau KKN. 

e. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam 
hal dipertukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat 
mengusulk.an kepada PK: 
1). perubahan HPS; dan/ atau 
2). perubahan spesifkasi teknis pekerjaan. 

f. Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan 
berasal dani Pegawai Negerni, balk dart instansi sendiri maupun 
instansi lainnya. 

g. Dilecualikan dart ketentuan angka 2 huruf f diatas, untuk: 
1). Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiikd 

keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeni, Kepala 
UL/an9gota Kelompok Kera uLuP/Pejabat Pengadaan_Pt 
berasat dant pegawal tetap le"Poinsttust Pengguna 
APBN/APBD yang bulan Pegawai Negeri. 

2). Kelompok Masyaralat Pelaksana Swakelola, Kepala 
ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat 
berasal dani bukan Pegawai Negeri. 

h. D ala mn  hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/ atau 
memertukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dart 
Pegawai Negeni atau swasta. 

i. Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk 
sebagar: 
1). PK; 
2). Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayer (PPSPM); 
3). Bendahara; dan 
4), APIP, terkecuall menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP 

untuk Pengadaan Barang/Jars.a yang dibutuhkan instansinya 
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K. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE). 

I. Lyanan Pengadaan Secara Elelctronik (LPSE) adalah suatu unit yang 
melaryan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara 
elektronikc. 

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP') 
mewajibk.an pelaksanaan pengadaan barang/jars pemerintah secara 
elektronik (e-procurement secara bertahap di lingkungan instansi 
pemerintah. Untuk Kabupaten Jepara telah terbentuk Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sesuai dengan Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 25 Pebruani 2011. 

3. Lyanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jepara bertempat dl 
Dinas Pertubungan, Korunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara 
M.Jend.Mugeng Imam Santoso No. 1 Telp (0291) 591237 Ngabul dengan 
alamat website : ewe.dose.Jeparakab.99. 

4. Pengadaan Barang/Jasa Pererintah Secara Elektronik bertujuan untuk : 
a. Meningkatkan transparansi dan aluntabilrtas 
b. Meningkatkan alcses pasar dan persaingan usaha yang sehat 
c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 
d. mendulung proses monitoring dan audit 
e. Merenuhi lebutuhan alses informasi yang real time. 

5. Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi: 
a. Administrator sister elektronik; 
b. Unit registrasi dan verifiasi pengguna; dan 
c. Unit layanan pen99una 

6. Susunan Organisasi dan tugas Unit LPSE adalah :  
a. Pengarah 

1). Membina dan mengarahkan program kerja 
2). Memberikan arah kebijakan untuk melaksanakan kegiatan 
3). Merantau dan mengevaluasi kegiatan 

b. Kepala 
Merimpin LPSE dalamn menjalankan tugas dan fungsi LPSE 

c. Sekretariat 
Melalcsanal.an koordinasi, unsur pelalksana mermpunyal tug.as 
melaksanal.an Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (electronic 
procurement 

d. Bdang Administrasi Sister Elektronik 
Melakcsanal.an pengeiolaan system pengadaan secara elektronik 

e. Bidang Registrasi dan Verifikasi 
Melalsanal.an pengelolaan registrasi dan verifiasi pengguna LPSE 

f. Bidang Lyanan Pengguna 
Memberikaan laryanan konsultasi mengenai proses pengadaan 
barang/jasa 

g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi 
Memberikan peiathan bagi pengguna Unit LPSE 

7. Paket Pekerjaan yang harus dilakcsanakan secara e-Procurement: 

a. Sesual dengan amanat Inpres 17 tahun 2011 (Lampiran Inpres 17 
Tahun 2011 Nomor 11) batwa dalarm rangka pelaksanan 
transparansi proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah semua 
K/L dan Pemda Prop./Kab/Kota melaksanakan Pengadaan Barang/ 
Jasa menggunakan sistern Elektronik dengan mendirikan Lyanan 
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Pengadaen Sec2ra Eeitron« (LSE) KL ate Pemda_" 
masing atau bergabungrye dengan LP'SE terdelat seting9a 
terbentuk sat LPSE Nasional 

b. Sasaran yang diharapkan dalam APBN/APBD tahun 2012 selurang 
lurangnya 75 % dani seluruh belanja K/L, 40 % Belanja Pemda 
(Prop/Kab/Kota) yang dipergunakan untukx Pengadan Barang/asa 
wjib menggunakn SPSE melalul LP'SE sendirt atau LPSE terdelat. 

l. PENGESANAN GAMBAR PERENCANAAN, 

1. Delam nomenldatur pengesahan gambar rencana maka sermua garbar 
perencanaan kegiatan (termasuk kegiatan yang dikerjakan olet 
Konsultan Perencana) harus diketahu/mengetahui oleh Instansi Teknis. 

2. Instansi Teknis sesuai dengan Peraturan Derah Kabupaten Jepara 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 17, Tambahan Satuan Kerja Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 17). 

3. Pembagian pengesahan gambar perencanaan diatur sebagal berikut : 

a. Sekretanis Daerah Kabupaten Jepara dengan nilai konstrulsi diatas 
Rp.1.000.000.000,- (satu miyar rupiah). 

b. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah 
Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi Rp.100.000.000, 
(seratus juta rupiah) sampai den9an Rp.1.000.000.000,- (satu 
miyar rupiah). 

c. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara 
dengan nilai konstruksi sampai dengan Rp,100.000.000,- (seratus 
juta rupiah). 

M. PROGRAM JAMSOTEK SEKTOR JASA KONSTRUKSI. 

L. Tujuan program jaminan sosial tenaga kerja adalah memberikan 

periindungan tenaga kerja atas terjadinya resiko kecelakaan kerja dan 
meninggal dunia. Dengan rang ling#up: 

Jaminan Kecelakaan Kerja (KK) 
Jamin.an Kematian (KM) 

2. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban menjamin keamanan atas resiko 

kecelalaan kerja pada masa kontrak. 

3. Melanisme pertindungan terhadap tenaga kerja untuk pekerjaan fisik 
melalui Program Jamsostek harus dilalukan oleh Pirnpinan 
Perusahaan/direktur pada saat Penandatanganan Kontrak, dengan 
melampirkan bult penjaminan asuransi tenaga kerja. 

4. Keputusan Menteni Tenaga Kerja Nomor ; KEP-196/MEN/ 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga 
Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjjan Kerja Waktu Tertentu pada 
su ito r  Jasa  Konstruksi. 

5. Berdasarkan pasal 2 KEP-196/MEN/1999 memperkerjakan tenaga kerja 
harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dani 3 
(Diga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan Tenaga 
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ernatan  iepada  badan  peryrelenggara 

6. Dan Berdasaria pasal 3 KEP-196/MEN/1999 dalam hal Penyedia Jas.a 
"""kenaian tenaa erja haran lepas untuk metalkukan peke jaan 
secara terus menerus selama 3 (tiga) butan berturut-turut atau lebih, 
dan setiap bulanrya tidak lurang dart 20 (dua puluh) hart wajib 
mengikutsertaka tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan 
Kerja, Jarninan Keratian, Jarinan Hart Tua dan Jamin Perneliharaan 
Kesehatan 

7. Jangka waktu pertindungan diberikan kepada tenaga kerja sejak 
terdaftar sebagai peserta Jamsostek sampai dengan masa pereliharaan 
kegiatan. 

8. Pelalsanon Program AMSOSTEK merupakan tan0ggung jawab 
bersama :  

Pemerintah  Kabupaten Jepara selalu regulator 
pT. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara 

9. Pertu peran aktif masing -masing pihal/saling kontrol sehingga seluruh 
kegiatan Jasa Konstruksi dapat terindungi dalam JAMSOSTEK. 

10. Perlu ditekankan bahwa pelaksanaan Kegiatan Jasa Kontruksi di Jepara 
terdaftar sebagai peserta di Jamsostek Cabang Kudus 

11. Penyedia Barang/Jasa pemenang Letang wajib: 
Terdaftar sebagal peserta jarsostek bidang Pengadaan Jasa 
Konstruksi 
Melaporkan Perusahaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Jepara sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 781 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

12. Perhi#tungan luran dalam Jarnsostek 
a. Pekerjaan konstruksi s/d Rp. 100 juta 0,24 % x NKKK 
b. Pekerjaan konstruksi Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta sebesar 

penetapan luran huruf a ditambah 0,19 9% dani selisih nilai, yakni 
dan NKKK dikurangi Rp. 100 juta 

c. Pelerjaan konstrulesi diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 M sebesar 
penetapan iuran huruf b dirtambah 0,15 % dari sellisih nilei yakn 
dan NKKK dilurangi Rp. 500 jut 

d. Pelerjaan konstrulsi diatas Rp. 1Ms/d Rp. S M  sebesar  penetapan  
luran  huruf c ditam.bah 0,12 % dart sellisih nilat yakni dart NKKK 
dlikurangiRp. 1 M  

e. Pekerjaan diatas Rp. 5 M sebesar penetapan luran huruf d 

ditambah 0,10% dant selish nilai yalxni dan NKKK dikurangi Rp.5 M 
f. Dasar perhitungan iuran adalah nilai kontrak setelah dikqurangi PPN 

N. PENGADAAN BARANG DAN JASA 

I. Umum 

a. Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor S4 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah meliputi: 
1). Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bailk sebagian 

atau seluruhnya bersumber dart AP8N/AP8D. 
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2). Pengadaan Barang/asa untuk irvestasi di linglungan Bad.an 
ulum Milk Negara dan Bad.an Usaha Milk Negara/Bead.an 
Usaha Milk Daerah yang pembaryaannya sebagian at.au 

seluruhnya dibebank.an pada APBN/APBD. 

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dant APBN/APBD 
sebagamnana direlcsud diatas, mencalup Pengadaan Barang/Jasa 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dant pinjaran atau 
hibah dalam negeni yang diterima oleh Pemerintah dan/atau 
Pererintah Daerah 

c. Ketentuan Pengadaan BarangJasa yang dananya balk sebagian 
atau seluruhnya berasal dani Pinjaman/ibah Luar Negeni (PALN) 
berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden tersebut. 

d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: 
1). Swalelola; dan/ atau 
2). Permilihan Peryedia Barang/Jasa. 

e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: 
1). Barang; 
2). Pelerjaan Konstruksi; 
3). Jasa Konsuttansi; dan 
4). Jasa Lainnya. 

2. Prinsip-prinsip Pengadaan. 

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut 

a. Efien 
b Efektif 
c. Transparan 
d. Terbuka 
e. Bersaing 

f. Adi/tidal diskrirrinatif dan 
g. Alntabel. 

3. Ebia Pengadaan. 

Para piheal yang terkait dalam pelaksanaan Pegadaan Barang/Jasa bars 
mermatuhi etila sebagal berilqut :  

a. Melalsanakan tugas secara tertib,disertai rasa tang9ung jawab 
untuk mencapai sasaran,kelancaran dan ketepatan tercapainya 
tujuan Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Bekerja secara profesional dan mandini, serta menjaga kerahasiaan 
Dolurnen Pengadaan Barang/as.a yang menurut sifatnya harus 
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam 
Pengadaan Barang/Jasa. 

c. Tidak saling mempengaruhi balk langsung maupun tidak langsung 
yang beralibat terjadinya persaingan tidakx sehat. 

d, Menenrima dan bertanggunganwa at.as segala keputusan yang 

ditetapkan ssuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. 
e. Menghindani dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 

para pihak yang terkait, balk secara langsung maupun tidal 
lansung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 
euangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

' ' 



g. Menghindart dan menegah peryalahgunaan wewenang dar/ atau 
lolusi dengan tjuan untuk leuntungan pribedi, golongan at.au 

pihak lain yang secara langsung tau bidak langsung merug.an 
negara. 

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 
membeni atau menenima hadi.ah, imbalan, komisi, rabat dan berupa 
ape saja dart atau kepada siapapun yang diketahut atau patut 
diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

4. Rencana Umum Pengadaan (RUP'), 

a. Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan 
Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

b. Rencana Urum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
diatas meliputi: 
1). kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan 

dibiayai oleh Pemerintah sendiri; dan/ atau 

2). kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang ak.an 
dibiyai berdasariaan kerja sama antar Pemerintah secara 

pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang dipertukan. 

c. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan 
sebagai berilut. 
1). mengindentifkaa kebutuhan Barang/Jasa yang dipertukan; 
2). menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud; 
3). menetapkan kebijakan umum tentang: 

a). pemaketan pekerjaan; 
b). cara pelaksanaan Pengadaan BarangJasa; dan 
) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 
d). penetapan penggunaan produk dalam negeni. 

4). menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
, 

d. KAK sebagaimana dimnaksud diat.as paling sedikit memuat: 
1). uraian kegiatan yang akan dilalcsanakan; 
2). waltu pelasanaan yang dipertukan; 
3). spesifkasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 
4). besarnya total perkiraan biarya pekerjaan. 

e. Penyusunan Rencana Umumn Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun 
Aggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Aggaran 
yang berjalan. 

f. $KPD/Lntansi Pengguna Jasa menyediakan biaya pendulung 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jarsa yang dibiayai dart 
AP8N/AP8D, yang meliputi: 
1). honorarium person# organisasi Pengadaan Barang/Jasa 

termasuk timn teknis, tim pendulung dan staf proyek; 
2). biaya pengurmuran Pengadaan Barang/Jasa termasuk biarya 

pengumuman ulang; 
3). biaya penggandaan Dolumen Pengadaan Barang/asa; dan 
4). biaya lainnya yang dipertukan. 

g. SKPD/Instansi Pengguna Jasa menyediakan biaya pendukung untuk 
pelaksanaan perilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya 
ak.an dilalukc.an pada Tahun Anggaran berilutnya 

h. S6PD/Instansi Pengguna Jasa dapt"gusultan besaran stander 
biava teriaait honorarium baqi personil organisasi pengadaan, 
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sebaai marsury/ pertimbangan dalam penetapan stand.ar biaya 
olieh Menten euanger/Kepala Daer ah. 

i. PA mengururmkan Rencana Umnumn Pengadaan Barang/Jasa secara 

terbuka kepada masyarakat luas, setelah AP8D yang 
merupal.an rencana euangan tahunan emerintah Daerah 
dibahas dan disetuju bersama oleh Pererintah Daerah dan 
DPRD 

j. PA sebagaimana diralsud mengumumkan kemball Rencana Umum 
Pengadaan, apablla terdapat perubahan/ penambahan DIPA/DPA 

k. Pengumuman sebagaimana dimaksud paling kurang berise: 
1). nama dan alamat Pengguna Anggaran; 
2). paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 
3). lokasi pekerjaan; dan 

4). perkiraan besaran biaya. 

I, Pengumuman sebagaimana dirmnaksud, dilakukan dalam website 
Kementerian/LemPemerintah Daerat/ Institusi masing-masing, 
papanpengururan resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan 
Nasional melalui LPSE. 

5. Peralketan Pekerjaan. 

a. PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum 
Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran. 

b. Pemalketan dilalulan dengan menetapkan sebanyal-banyaknya 
paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecl serta koperasi kecl 
tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan 
sistem dan kualitas kemampuan teknis. 

c. Dlam melalukan pemaletan Barang/Jasa, PA dilarang : 
1). menyatukan &tau merusatkan beberapa kegiatan yang 

tersebar di beberapa lokas/daerah yang menurut sifat 
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakuk.an dl 
beber apa lokast/ daerah masing-masing; 

2). menyatukan beberapa paket pengad.aan yang menurut sifat 
dan jenis peerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran 
nilainya seharusnyea dilalulean oleh Usaha Mikro dan Usaha 
Kecl serta koperasi kel; 

3). memecah engadaan BarangJasa menjadi beberape palet 
dengan malcsud menghindan1 pelelangan; dan/ atau 

4). menentulan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan 
yang diskriminatif dan/ atau dengan pertimbangan yang tidal 
obyekctif. 

d. Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka: 
1). pK mengusultan perubahan palet pekerjaan kepada PA/KPA 

untuk ditetapk.an; atau 
2). ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan palet 

pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA. 

6. Persiapan Pengadaan. 

a. Persiapan perilihan Peryedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: 
a. perencanaan perilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. perilihan sister pengadaan; 
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c. penetapan metode pen ;  n  lualifk.si; 
d. penyusunan jadwal perilihan Peryedie Baran9/Jars.a, 
e. penyusunan Dolumen Pengadaan Barang/Jarsa; dan 
f. penetapan HPS. 

b. Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah 
Renana Umumn Pengadaan ditetapk.an. 

c. Perencanaan perilihan Penyedia Barang/Jasa terdini atas kegiatan: 
a. pengkajian ulang palet pekerjaan; dan 
b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. 

d. Perencanaan perilihan Penyedia Barang/Jasa sebagairana 
dimaksud, dapart dilakukan oleh: 
1). PK; dan/atau 
2). ULP/Pejabat Pengadaan. 

e. Perencanaan perilihan Penyedia Barang/Jasa dilalukc.an dengan: 
1). menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada 

saat akan melaksanakan perilihan Penyedia Barang/ Jasa; 
2). mempertimbangkan epentingan masyarakat; 
3). memoertmoangt"_nl, stat dean nlai Baran/Jase serta 

jumlah Penyedia Barang/asa yang ada; dan 

om"wan 
7. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya 

d. Urum. 
1). Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan 

menetaplan metode perilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa Lainnya. 

2). Permilithan Penyedia Barang dilakukan den9an: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Terbatas, 
c. Pelelangan Sederhana; 
d. Penunjukan Langsung; 
e. Pengadaan Lan9sung; atau 
f. Kontes. 

3). Pemilihan Peryedia Pelerjaan Konstrulsi dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Urum; 
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pemilihan Langsung; 
d. Penunjukan L9sung; at.au 

e. Pengadaan Lan9sung. 
4). Pemihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan: 

a. Pelelangan Urum; 
b. Pelelangan Sederhana; 
c. Penunjukan Langsung; 
d. Pengadaan Langsung; atau 
e. Sayerbara. 

5). Kontes/Sayembara dilalukan khusus untuk perilihan Penyedia 
BarangJasa Lainnya yang merupakan hasit Industni Kreatif, 
inovatif, dan budaya dalam negent. 

b. Pemilihan Metode Pengadaan. 

1). Pelelangan Urum dan Pelelangan Terbatas. 
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a) Pemihan Peryedia Brang/Pelerjaan Konstruis/Jars 
Lainnya pada prinsipnye dilalcul.an melalui metode 
Pelelangan Urum dengan pascaluaiffkast. 

b). Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksi 

yang bersifat korpleis dan diyalini umlah penyedianya 
terbatas, permilithan Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan 
Konstrulsi dilalukan dengan Pelelangan Terbatas 

e). Pemuhen Pery?_ogPetenan onstrokes/ass 
Lainnya melalui Metode Pelelangan Urnum diurnurmkan 
paling kurang di website 
Kementerian/LemPemerintah Daerah/ Institusi, 
papan penguruman resmi untuk masyarakat, dan Portal 
Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat 
luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuti 
kualifikasi dapat mengilutinya. 

d). Dalamn Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan 
harga. 

2). Pelelangan Sederhana dan Perilihan Langsung. 

a), Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai 
paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 
dapat dilakukan dengan: 
(I). Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya; atau 
(2). Pemilihan Lan9sung untuk Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi. 
b). Pelel ngan Sederhana atau Perilihan Lan9sung 

dilakukan melalui proses pascal ualifikasi 
c). Pelelangan Sederhana atau Perilihan Lan9sung 

diururk.an sekurang-kurangnya di website 
Kerenterian/LembagaPemerintah Daerat/Institusi 
papan pengururan resmi untuk masyar alat, dan Portal 
Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat 
luas dan dunla usaha yang berminat dan memenuhl 
kualifkasi dapat mengikutinya. 

d). Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemiihan Langsung 
bidak ada negosiarsi teknis dan harga 

3). Penunjukan Langsung. 

a). Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia 
Barang/Pekerjaa Konstruks/Jasa Lainnya dapat 
dilalukan dalarm hal: 
a. keadaan tertentu; dan/ atau 
b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi 

khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus. 
b). Penunjukan Lan9sung dilakukan dengan mengundang l 

(satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya yang din#lai mamnpu melaksanakan pekerjaan 
dan/ atau merenuhi kualifikasi. 

c). Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik 
telnis maupun harga sehingga diperoleh harga yang 
es ual  dengan  harga  pasar  yang  berlalu  dan  secara  

teknis  dapat  dipertanggungjawabk.an. 

d). Kriteria keadaan tertentu yang merunglinkan dilakukan 
Penunjukan Lang5sung terhadap Penyedia 
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Barang/Pelerjaan Konstruks/Jasa Lainnya sebagarana 
dimealsud pada ayat (1) huruf a, meliput: 
(I). penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan 

sebelumnyea dan waktu penyelesaian pekerjaannya 
harus segerabidak dapat ditunda untuk: 
(a). pertahanan negara; 
(b). keamanan dan ketertiban masyarakat; 
(c). keselamatan/ periindung.an masyarakat yang 

pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat 
ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: 
((1)). alibat bencana alam dan/atau bencana 

non alarm dan/ atau bencana sosial; 
((2)). dalam rangka pencegahan 

bencana;dan/ atau 
((3)). alibat kerusakan sarana/prasarana yang 

dapat menghentikan kegiatan pelayanan 
publik. 

(2). pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi 
yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen 
internasional dan dihadini oleh Presiden/Wakil 
Presiden; 

(3). kegiatan meryangkut pertahanan negara yang 
ditetapk.an oleh Menteni Pertahanan serta kegiatan 
yang menyanglut keamanan dan ketertiban 
masyarakart yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 

(4). kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen 
dan/ tau periindungan saksi sesuai dengan tugas 
yang ditetapk.an dalam peraturanperundang 
undangan; atau 

05 g"Petepaan Konstruly asa Linmya yang 
spesift dan hanrya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) 
Penyedia Barang/Jarsa Lainnya karena 1 (satu) 
pabrikan, I (satu) pemegang hak paten, atau pihak 
yang telah mendapat izin dani pemegang hak paten, 
atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan 
untukx mendapatkan izin dant pemerintah 

e). Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa 
Lainnya yang bersifat khusus yang memungkink.an 
dilalukan Penunjukan Langsung sebagaimana diraksud 
pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
). Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tart resmi yang 

ditetapkan pemerintah; 
2). Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan 

satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan 
tan9gung jarwab atas nisilo kegagalan bangunan 
yang secara keseluruhan tidak dapat 
direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya 
(unfore en condition); 

3). Barang/Pekerjaan Konstruksi/asa Lainnya yang 
bersifat kompleis yang hanya dapat dilakcsanakan 
dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya 
ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; 

4). Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, 
obat dan alat kesehatan habis pakai dalamn rangka 
menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan 
peningitan pelayanan kesehatan asyar akat yang 
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jenis dan hargarya telah ditetapkan oleh Menter 
yang bertangung jenwab di bidang kesehatan; 

5). Pengadaan lendaraan bermotor dengan harga 
khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan 
secara luas kepada masyarakat; 

6). sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya 
terbuka dan dapat dialcses oleh masyarkt; 

7). lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sew 

rang terbuka atau tertutup lainnya dengan 
ketentuan dan tata cara pembayaran serta 
penyesuaian harga yang dapat 
dipertan9gungjawabk.an; atau 

8). Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan 
Utilirtas Urum di linglungan perumahan bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang 
dilaksanakan oleh pengembang/developer yang 
bersangkutan. 

4). Pengadaan Lang5sung. 

a). Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruks/ Jasa Lainnya 
yang bernilai paling tin9gi Rp.200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah), dengan ketentuan: 
1). kebutuhan operasional K/L/DI; 
2). teknologi sederhana; 
3). risiko keil; dar/ atau 
4). dilaksanakan oleh Penyedia Barang/asa usaha 

orang-perseoran dan/atau badan usaha keil 
serta koperasi keoil, kecuall untuk paket pekerjaan 
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat 
dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Keil, dan 
koperasi kecl. 

b). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga 
yang beriaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jars.a Lainnya. 

). PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan 
Lan9sung sebagai alarsan untuk memecah palet 
Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud 
untuk menghindani peleangan. 

d). Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Lang5sung : 

1). Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk 
pengadaan yang nilainya sampai dengan 
Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah). 

2). Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagal 
berilut.: 

a) pembelian/perbayaran langsung epad 
Peryedia untuk pengadaan yang menggunakan 
bulti pembelian dan kuitansi, meliputi antara 
lain :  

(1). Pejabat Pengadaan mencani informasi 

teriait pelerjaan yang akan dilaksanal.an 
dan harga, antara lain melalui media 
elektronik dean/ atau non-elektronik; 

(2). Pejabat Pengadaan dapat membandingkan 
harga dan kualit.as paling sedikit dani 2 

t t 



(dua) sumber informasi yang berbeda 

(apabila dipertulan ); 
(3) Pejabat Pengadaan dapat melalukan 

kiarifkasit telnis dan negosiasi harga untuk 
mendapatkan Penyedia dengan harga yang 
wajar serta dapat dipertanggungjawabkan 
(apablla dipertukan); 

(4). negosiasi harga dapat dilalukan 

berdasaran HPS (apablla dipertukan); 
(5). dalam hat negosiasi harga tidak 

menghasilk.an kesepakatan, maka 
Pengadaan Langsung dapat dinyatakan 
9agal dan dapat dilakukan Pengadaan 
Langsung ulang dengan mencani Penyedia 
lain. 

b) permintaan penawaran yang disertai dengan 
dartfilast serta negosiasi telnis dan harga 
kepada Penyedia untuk pengadaan yang 
menggunakan SK, meliputi antara lain: 

(1). Pejabat Pengadaan mencani informasi 
terkait pelerjaan yang akan dilaksanakan 
dan harga, antara lain melalui media 
elektronik dan/ atau non-elektronik; 

(2). Pejabat Pengadaan membandingkan 
harga dan kualitas paling sedikit dani 2 
(dua) sumber informasi yang berbeda; 

(3). Pejabat Pengadan mengundang calon 
Penyedia yang diyalini mamnpu untuk 
menyampaikan penawaran administrasi, 
teknis, dan harga; 

(4), undangan dilampiri spesifkasi tekcnis 

dan/atau gambar serta dolumen 
dokurnen lain yang menggambark.an jenis 
pekerjaan yang dibutuhkan; 

(5). Peryedia yang diundang menyampaikan 
penawaran administrasi, teknis, dan harga 
secara langsung sesual jadwal yang telah 
ditentukan dalarm undangan; 

(6). Pejabat Pengadaan membuka penawaran 
dan mengevaluasi administrasi dan teknis 
dengan sistem gugur, melakukan 
klaritfikasi teknis dan negosiasi harga 
untuk mendapatkan Penyedia dengan 
harga yang wajar serta dapat 
dipertanggungjawabkan; 

(7). negosiasi harga dilakukan berdasarkan 
HPS; 

(8). dalam hal negosiasi harga tidak 
menghasilkan kesepakatan, Pengadaan 
Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan 
Pengadaan Langsung ulang dengan 
mengundang Penyedia lain; 

(9). Pejabat Pengadaan membuat Benita Acara 
Hast Pengadaan Langsung yang terdirt 
dari: 
(a). nama dan alamat Penyedia; 
(b). harga penawaran terkoreksi dean 

harga hasil negosiasi; 

• • 



(¢). unsur-nsur yang dievaluasi (apablla 
ada); 

(d). hasit nego iasi harga (apabila ada); 
(e). leterangan lain yang dianggap pertu; 

dan 

(f). tanggal dibuatnya Benita Acara. 

). Pejabat Pengadaan menyampaikan Bernita 
Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PK; 

d) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan 
bukti perjanjian dengan ketentuan: 

(1). buiti pembelian dapat digunakan untuk 
Pengadaan yang bernilai sampai dengan 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

(2) kuitansi dapat digunakan untuk 
pengadaan yang bernilai sampai dengan 
Rp50.000.000,00 (lime puluh juta rupiah); 
atau 

(3) Surat Perintah Kerja (SPK) dapat 
digunakan untuk Pengadaan yang bernilai 
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah), 

5). Sayembara dan Kontes 

a). Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya 
yang merilild karaktenistik sebagai berilut.: 
(1). merupakan proses dan hasl dani 9a9as-an, 

kreatifirtas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan 
tertentu; dan 

(2). tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 
b). Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang 

meridil lraltenistilk sebagai berikut: 
(1). tidak mempunyai harga pasar; dan 
(2). tidal dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

c). ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyvaratan 
administrative dan teknis bagt: 
(1). Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes; 
(2). Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti 

Sayembara 
d). Dalam menetapkan persyaratan administratif 

sebagaimana dirnaksud diat.as, ULP/Pejabat Pengadaan 
dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dani 
persyaratan Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan 
Perpres Nomor 70 Tahun 2012. 

e). Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahlf 
dibidangnya. 

f). Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi 
dilalukan oleh timn yang ahli dibidangnya. 

8. Metode Perilihan Peryedia Jasa Konsultansi 

a. Urun 
1). ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode 

perilihan Penyedia Jasa Konsultansi 
2). Perilihan Penyedia Jasa Konsuttansi dilakukan melalui 

negosiasi teknis dan biarya sehingga diperoleh harga yang t 
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ai dengan hearga pearsar dan secara telnis dapat 
dipertagungarwaboi.an. 

3). Permilihan Peryedia Jase Konsultansi dilalukan dengan.: 
a). Selelsi yang terdirt atas Selelsi Umum den Seleksi 

Sederhana 
' b). Penunjukan Langsung; 

c). Pengadaan Lang9sung; atau 
d). Sayembara. 

b Selelcsi Urum 

1). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya 
dilalukan melalui Metode Selelsi Urumn 

2). Perilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi 
Umum diurumkan sekurang-kurangnya di website 
Kementenian/Lembaga/Pemerintah Daerat/Institusi, papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan 
Nasional m lalui LP'SE, sehingga masyaralat luas dan dunia 

usaha yang berminat serta memenuhi kualifkasi dapat 
mengilutinya. 

3). Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lira) sampai 
7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi. 

c. Selelsi Sederhana 

1). Seleisi Sederhana dapat dilalukan terhadap Pengadaan Jasa 
Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dart 
segi biya seleksi. 

2). Selelsi Sederhana dapat dilalukan untuk pengadaan Jasa 
Konsultansi yang: 
a). bersifat sederhana; dan 
b). beritai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 
3). Pemilithan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi 

Sederhana diumurkan paling kurang di website 
Kementertan/LemPemerintah Daerat/ Institusi, papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan 
Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia 
usaha yang bermin.at dan memenuti kuaifkasi dapat 
mengilutinya. 

4). Daftar pendek dalam Selelksi Sederhana berjumiah 3 (0iga) 
sampai 5 (ima) Penyedia Jasa Konsultansi. 

d. Penunjukan Langsng 

1). Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa 
Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. 

2). Kniteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud diatas, 
meliputi: 
a). penanganan darurat yang tidak bisa direncanakcan 

sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus 
segeratidak dapat dirtunda untuk: 
(1). pertahanan negara; 
(2). keamanan dan ketertiban masyarakat; 
(3). keselamatan/ pertindungan masyaralat yang harus 

dilalukan segera, termasuk.: 
(a). albat bencana alam dan/atau bencana non 

alam dan/ atau bencana sosial; 
(b). dal m rangka pencegahan bencana; dar/atau 
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(t). al.bat kerusak.an saran prasaran.a yang 
dapat menghentin kegiart.an pelaryanan 
publik; 

b). kegiatan meryanglut pertahanan negara yang 
ditetapian oleh Menteni Pertahanan serta kegiatan yang 
menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
ditetapk.an oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

' c). pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) 
Penyedia Jasa Konsultansi; dan 

d). pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) 
pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang 
telah mendapat izin pemegang hak cipta. 

3). Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses 
pralkualifikasi terhadap I (satu) Penyedia Jasa Konsultansi. 

e. Pengadaan Langsung 

1). Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan 
Jasa Konsuttansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut.: 
a). merupakan kebutuhan operasional K/L/DI; dan/atau 
b). berilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 
2). Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat 

Pengadaan. 
3). PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung 

sebagal alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi 
beberapa palet dengan maksud untuk menghindani Seleksi 

f, Sayerbara 

1. 5Me""lkan tea»cap Peoaaan Jase Konsorans 
yang merlild karaktenistik sebagai berilut.: 
a) merupakan proses dan hasit dart gagasan, kreatiftas, 

inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan 

b). tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 
2). ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan 

administrative bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang ak.an 

mengiluti Sayembara. 
3). Dalamn menetaplan persyaratan administratif sebagairmana 

dirakcsud pada ayat (2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat 
menetapkan syarat yang lebih mudah dani persyaratan 
Penyedla Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 19. 

4). Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh 
ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dani timn 

yang ahli dibidangnya. 
5). Pelaksanaan evaluasi dilalukan oleh tim yang ahli 

dibidangnya. 

9. Meto de  Evaluasi  Pengdaan Barang/Pelerjaan Konstrulsi/Jasa 
Lainnya 

a, Metode evaluasi penawaran dalam permilihan Penyedia 

""en onstrevas urye terr as 
1). sistem gugur; 
2). sistem nilai; dan 
3). sister penilaian biaya selama umur ekonomis. 
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b. Me to de  evalas penawran untuk Pengadaan Barang/Pelerjaa 

"""was urn pee prosory menoel pennon 
sister gugur. 

c. Evaluasi sistem nilai digunak.an untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
KonstruksiJasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teinis 
sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat 

dipengaruhi oleh ualtars tekcnis. 
d. Evaluasi sistem penilaian biya selama umur elonomis digunakn 

untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang 
memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya 
8"""on bin pemeharaan, dan anola walktu operas 
tertentu. 

e. Sister nilai dilalutan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1). besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) 

sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dant total 
bobot keseluruhan; 

2). unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat 
dilcuantifiasilan; dan 

3). tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan 
jelas dan rind dalam Dolumen Pengadaan. 

f. Dalamn melalukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan 
dilarang mengubah, menambah dan/ atau mengurangi kriteria serta 
tat Cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dolumen 
Penawaran. 

g. Metode dua tahap sebagaimana diraksud dalam Pasal 47 ayat (6) 
dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sister nilai, 
atau sistemn pen#laian biaya selama urmur ekonomis. 

10. Metode Evaluasi Penawaran Dalam engadaan Jasa Konsultansi 

a. Metode evaluasi penawaran dalam perilihan Penyedia Jasa 
Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan: 
1). metode evaluasi berdasarkan kualitas; 
2). metode evaluasi berdars.ark.an kualitas dan biaya, 
3). metode evaluasi berdasarkan Pagu A9garan; atau 
4). metode evaluasi berdasarkan biaya terendah 

b. Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud 
diart.as, dgunakan untuk pekerjaan yang. 
1). mengutarakan kualitas penawaran teknis sebagai faltor yang 

menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara 
keseluruhan; dan/atau 

2). lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. 

c. Metode evaluasi berdasark.an lualit.as dan biaya sebagaran.a 
dimaksud di.at.as, digunakan untuk pekerjaan yang: 
1). ingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hat lain 

dapat diperiirakan dengan baik dalarm KAK; dan/ atau 
2). besamnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas, dan 

tepat. 
d. Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagairana 

dimaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan: 
1). sudah ada aturan yang mengatur (standar); 
2). dapat dirinci dengan tepat; atau 
3). anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. 

e. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana 
dimnaksud diatas, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat 
sederhana dan standar. 

f, Dalamn evaluasi berdasarkan kualit.as dan biaya, pembobotan nilal 
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1). bobot penawar an teknis antara 0,60 $arpai 0,80; 
2). bobot penanwaran birya antara 0,20 sampan 0,40. 

g. Serua evaluasi penawaran Pelerjean Jasa Konsultansi harus diluti 

dengan kdanifkasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1). Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung 

non-person#l yang dapat dig.anti (reimburseable cost) darn/ atu 

biarya langsung personil yang dinilai tidak wajar; 
2). aspek biaya yang pertu dildarifkasi atau negosiasi terutama: 

a). kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran 
biaya; 

b). volume kegiatan dan jenis pengeuaran; dan 
c). biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di 

pasar /kewajaran biaya; 

3). kiarifkasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personil 
dilalukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit darn/atau 
bult setor Pajak Penghaslan tenaga ahli konsultan yang 
bersangkutan; 

4). biaya satuan dani biaya langsung personil paling tinggi 
(empat) kali gajj dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan 
paling tinggi 25 (dua koma lira) kali penghasilan yang 
diterima tenaga ahli tidak tetap; dan 

5). unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan 
waktu yang telah ditetapk.an. 

h. Dikecualikan dani ketentuan huruf g angka 3) dan 4) diatas, untuk 
selelrsi intern ional, dengan ketentuan: 
a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat 

dilakukan berdasarkan daftar gaj yang telah diaudit, bukti 
setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia 
yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli 
(billing rate) yang meruat kesanggupan untuk dijadikan dasear 
audit; 

b. besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada unit 
biaya personil yang bertaku di luar negent. 

IL. Penysunan Dokumen 
Penborongan/Jaa Lainnya. 

a. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa yang terdiri atas: 
1). Dolumen Kualifikasi; dan 
2). Dolmen Perri#titan. 

b. Dolumen Kuairfikasi sebagaimana dirnakcsud huruf a angka 1) 
diatas, paling kurang terdint atas: 
1). petunjuk pengisian formullir lisian kualifkas; 
2). formulir isian kualiflaasi; 
3). instrulisi kepada peserta kualifikaasi; 
4). lembar data kualifkasi; 
5). Pakta Integritas; dan 
6). tata cara evaluasi kualifkaasi. 

c. Dolumen Perilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2), 
paling lurang terdint atas: 
1). undangan/ pengururan kepada calon Penyedia Barang/Jasa; 
2). instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa; 
3). svarat-svarat umum Kontrak; 
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4). syrat-syarat lhusus Kontrak, 
5). dafar kuantitas dan harga; 
6). spesifiasi telnis, AK dar/ atau gambar; 
7). bentuk surat penawaran; 
8). rancangan Kontrak; 
9). bentut Jarninan; dan 
10). contoh-contoh formulir yang perlu diisi. 

d. PPK menetapkan bagian dart rancangan Dolumen Pengadaan yang 
terdini atas 
1). rancangan SPK; atau 
2). rancangan surat perjanjian termasuk.: 

a). syarat-syarat umum Kontrak; 
b). syarat-syarat khusus Kontrak; 
c). spesifkasi tells, KAK dan/atau gambar; 
d). daftar kuantitas dan harga; dan 
e). dolumen lainnya. 

3). HPS. 

12. Persyaratan Penyedla Barang/Jasa. 

a. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
wajib merenuti persyaratan setbagai berikut 
1). memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk 

menjalank.an kegiatar/ usaha; 
2). merilild keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan 

manajerial untuk menyediakan Barang/Jase; 
3). memperoleh paling lurang 1 (sat) pekerjaan sebagar 

Penyedia Barang/Jasa dalarn kurun waktu 4 (erpat) tahun 
terakhir, balk di lingkungan permerintah maupun swasta, 
termasuk pengalaman subkontrak; 

0. ""oeana molsud pade anla 3), iecala 
bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdini kurang dani 3 
(tiga) tahun; 

5). memilili sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilit.as 
lain yang dipertukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

6). dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, 
Penyedia Barang/Jasa harus merpunyai perjanjian kerja sama 
operasi/'lemitraan yang meruat persentase kemitrean dan 
perusahaan yang mewalili kemitraan tersebut; 

7). mermiilid kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesua 
untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta 
kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk 
usaha non-lecl; 

8). mer#liid Kermarnpuan Dasar (KD) untuk usaha nonkedil, 
kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; 

9). khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi merilild dukungan keuangan dart bank; 

10). khusus untuk Pengadaan Pelerjaan Konstruksi dan Jasa 
Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket 
(SP) sebagai berlut: 

SK = KP-P 
KP a  nilal Kernamnpuan Palet, dengan ketentuan: 

a) untuk Usaha Kecit, nilai Kemampuan Paket (KP') 
ditentulan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; 
dan 
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b) untul usaha non leoil, nilai Kemamnpuan Pelet 

(KP) itentulan sebaryal 6 (enamn) atau L2 
(stu lkoma dua) N. 

P jumlah palet yang sedang dikerjakan. 
N jumlah paket pekerjaan terbanyak yang 

dapat ditangani pad.a saat bersaraan 

selama lurun waltu S (ima) tahun terakhir. 

11). tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang 

bertindak untuk dan atas namna perusahaan tidak sedang 
dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat 
pernyatan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; 

12). sebagai wajib pajak sudah memilili Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPwP) dan telah mermenuhi kewajiban perpajakan tahun 
terakhir (pPTK Tahunan) serta meriliid laporan bulanan PPh 
Pasal 21, PP Pasal 23 (bila ada transaksn), PPh Pasal 25/Pasal 
29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 

(0ga) bulan terakhir dalam tahun berjala0; 

13). secara hulum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan dint 
pada Kontrak; 

14). tidal masulk dalamn Daftar Hitarn; 
14). meriliid alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan 

jasa pengiriman; dan 
16). menandatangari Pakta Integritas. 

b. Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan 
kaidah bisnis yang balk, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa 
asing dikecualikan dan ketentuan angka 4), 11), 13). 

c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka ), 6), 8), 9) 
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jars-a orang perorangan. 

d. Pegawai K/LD/I dilarang menjadi Penyedia BarangJasa, kecuall 

yang bersanglutan mengambil cuti diluar tan9gungan K/L/D/I. 
e. Penyedia Barang/Jasa yang keilutsertaannya menirbulkc.an 

pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. 

13. Harga Perliraan Sendint (HPS) 

a. pK menetapkan Harga Perkiraan Sen«dint (HPS) Barang/Jasa, 
ecuali untuk Kontes/'Sayermb dan Pengadaan Langsung yang 
menggunak.an bulti pembeian. 

b. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumurk.an nilai total 
HPS berdasartan HP'S yang ditetaplan oleh PK. 

c. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. 
d. HPS ditetapkan: 

1). paling lama 28 (dua puluh delapan) hart kerja sebelum batas 
akhir perasuk.an penawaran untuk perilihan dengan 
pascakualifikas; atau 

2). paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelurm batas 
akhir perasukan penawaran ditamnbah dengan waktu lamanya 
proses pralualifkasi untuk perilihan dengan pralualifikasi. 

e. HPS digunak.an sebagai: 
1). alat untukx menllai kewajaran penawaran termasuk rinianny; 
2). dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah 
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a). untuk Pengadaan Barang/Peterjaaonstrulsi/ as.a 

Linnya, lecul P ie lan gan  yang  menggunalan  met.ode  
dua  tahap  dan  Pelelangan  Terbat.as dimana peserta yang 
merasukkan penawran harga kurang dani 3 (tiga); dan 

b). untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan 
metode Pagu An9gar an. 

3). dasar untuk menetapkan besaran nilai Jarninan Pelakcsanaan 
bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dant 80% (delapan 
puluh perseratus) nilai total HPS. 

f. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian 
negara. 

g. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasark.an data 
yang dapat dipertanggung jawablean meliput: 
1). Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokast 

barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang 
dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; 

2). informasi biarya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 
Badan Pusat Statistik (8PS); 

3). informasi biarya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 
asc siasi teriaait dan sumber data lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

4). daftar bi@ya/'tanif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh 
pabrikan/ distributor tunggal; 

5). biaya Kontrak sebelumnya tau yang sedang berjalan dengan 
mempertimbangka faktor perubahan biarya; 

6). inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs 
tengah Bank Indonesia; 

7). has perban""" onto serenes, be nw 
dilalukan dengan instansi lain maupun pihak lain; 

8). perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan 
perencana (engineer's estimate); 

9). norma indeks; darn/ atau 
10). informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

h. Penyusunan HS untuk pelelangan/selelsi internasional dapat 
menggunakan informasi harga barang/ jasa di luar negent. 

I. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya 
overhead yang diangap wajar. 

14. Bentule-Bentuk Jaminan Pengadaan Barang/asa. 

a. Urum 

1). Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada 
Pengguna Barang/Jasa untuk mermenuhi kewajiban 

seboimna'_"Persyaratan delem  Dolumen  
Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/asa. 

2). Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdint atas: 
a). Jaminan Penawaran; 
b). Jarminan Pelalcsanaan; 
c), Jaminan Uang Mula; 
d). Jarminan Permeliharaan; dan 
e). Jaminan Sanggahan Banding. 

3). Jaminan at.as Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
pada anga 2) harus dapat dicairk.an tanpa syarat 
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(unconditional sebesar nili Jarmin.an dalarn walt paling 
larbat I4 (erpeat belas) hant erja, setelah surat perryataan 
wanprestasi dani PK/ULP ditenima oleh Penerbit Jarmin.an 

4). ULP/Pejabat Pengadaan eta PPK melalukan kdartfiaasi tertulis 
terhadap keabsahan Jaminan yang diternima. 

5). Jamin.an dani Bank Urum, Perusahaan Penjaminan atau 
Perusahaan Asuransi dapat digunakn untuk serua jenis 
Jamninan. 

6). Perusahaan Penjaminan sebagaimana dirnaksud angka S) 
adalah Perusahaan Penjaminan yang meritild izin dani Menter 
Keuangan. 

7). Perusahaa.an Asuransi penerbit Jarninan sebagairan.a 
dimnaksud angka 5) adalah Perusahaan Asuransi Urumn yang 
mer#lid tin untuk menjual produk jarinan (suretyship) 
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

b. Jamin Penawaran 

1). Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, 
yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga 
perseratus) dani total HPS. 

2). Jarinan Penawaran dikernballlan kepada Peryedia 
Barang/Pekerjaa Konstruks/Jasa Lainnya setelah ppK 

menerima Jamninan Pelaksanaan untuk penandatanganan 
Kontrak. 

3). Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan 
Barang/Pekerjaa Konstruksi/Jars.a Lainnya dilaksanakan 
dengan Penunjulan Lan9sung, Pengadaan Langsung atau 
Kontes/ Sayermbara. 

c. Jaminan Uang Mula 

1). Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberkan Uang Muka. 
2). Jaminan Uang Mula diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa 

terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya. 
3). Besarnya Jaminan Uang Mula adalah senilai Uang Mula yang 

diterimanya 
4). Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional 

pada setiap tahapan pembayaran. 

d. Jamninan Pelalasanaan 

1) Jarninan Pelaksanaan dirninta ppK kepada Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di at.as 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

2). Jarinan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa 
Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah), kecualt untuk Pengadaan Jarsa Lainnya 
dirana aset Penyedia sudah dikuasat oleh Pengguna. 

3). Jaminan Pelakcsanaan sebagaimana dimaksud pada angka l) 
dan 2) diberikan setelah diterbitkannya $PPB) dan sebelum 
penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pelerjaan 
Konstruisi/ Jasa Lainnya. 

4). Besaran nilai Jarinan Pelakcsanaan adalah sebagai berikut: 
a). untuk nilai penawaran terkorelsi antara 80% (delapan 

puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus 
perseratus) dart nilai total HPS, Jarninan Pelakcsanaan 
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adalah sebesar 5% (line pereratus) dart nilai Kontrak, 
8tu 

b). untuk nilai penawaran teriorelsi dibawah 80% (delapan 
puluh perseratus) dart nilei total HPS, besarmya Jaminan 

Pelakcsanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 

5). Jaminan Pelaksanaan beraku sejak tanggal Kontrak sampai 
serah terima Barang/Jasa Lainnrya atau serah terima pertama 
Pekerjaan Konstrulcsi. 

6). Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: 
a). penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifkat Garansi; 

atau 
b). perverahan Jarninan Pereliharaan sebesar 5% (lira 

perseratus) dart nilai Kontrak khusus bagi Penyedia 
Pekerjaan KonstruksiJasa Lainnya. 

e Jaminan Permeliharan 

1). Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemelitharaan 
kepad PK setelah pelalcsanaan pekerjaan dinyatalan selesai 
100% (seratus perseratus), untuk: 
a). Pekerjaan Konstruksi; 
b). Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhk.an mas.a 

pereliharaan. 

2). Besaran nilai Jaminan Pereliharaan sebesar 5% (lira 
perseratus) dari nilai Kontrak. 

3). Jaminan Pemeliharaan dikembaikan setelah 14 (empat belas) 
hani kerja setelah masa pemeliharaan selesai, 

4). Penyedia Pekerjaan Konstrulsi merilith untuk memberikan 
Jaminan Perneliharaan atau memberikan retensi. 

5). Jaminan Permelihara.an atau retensi sebagaimana dimakcsud 
pada angka 4), besarnya 5% (lima perseratus) dart nial 
Kontrak Pengadaan Pekerjean Konstruksi/Jase Lainnya. 

f, Jaminan Sanggahan Banding 

1). Peserta yang bidak puas dengan jawaban sanggahan dant 
Kelompok Kerja ULP dapat mengaukan sanggahan banding 
kepada Menter/Pimnpina Lembaga/ epala Daerat/imnpinan 
Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan 
untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) 
hani kerja untuk Pelelangan Umur/ Seleksi Umum/ Pelelangan 
Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hart kerjya untuk 
Pelelangan Sederhana/ Seleksi Sederhana/Permiihan Langsung 
setelah diterimnanya jawaban sanggahan. 

2). Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib 
menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 
(lira belas) hart kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding 
untuk Pelelangan Urur/ Seleksi Urum/Pelelangan Terbatas, 
dan 5 (ima) hani kerja untuk Pelelangan Sederhana/ Seleksi 
Sederhana/Pemiithan Langsung. 

3). Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu 

perseratus) dani nilai total HPS. 
4). Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/'Sel. 
5). LP dapat memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi 

untuk perye le  aian  sanggahan  banding atas permintaan 
Menter/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerat/Pimpinan Institusi. 
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6). Menter/Pmnopinan Leoaga/Kepala Daerat/ Pmnpinan Institusi 
memberiin jwaban at.as seru.a sanggeahan banding lepad.a 
pemyanggah banding paling lamnbat 15 (lira belas) hart kerja 
seteah surat sanggahan banding diternima untuk Pelelangan 
Umum/ Selelsi Umum/Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari 
kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleks 
Sederhana/ Perilihan Langsung. 

7). Dalam heal sang9ahan banding dinyatakan benar, 
Menter/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerat/Pimpinan Institusi 
memenintahkan Kelormpok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan 
melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang. 

8). Kepala Daerah dapat  menuga kan Sekretanis Daerah atau PA 
untuk menjawab Sanggahan Banding. 

9). Penooasan seba9" mealsud oak bertel, calm hal 
Pejabat diraksud merangkap sebagal PPK atau Kepala ULP 
untuk palet kegiatan yang disanggah. 

10). Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah, 
Menter/Pirmpinan Lembaga/Kepala Daerat/Pimpinan Institusi 
memerintahkan agar Kelompok Kerja ULP melanjutkan proses 
Pengadaan Barang/Jasa. 

11). Dalamn hal Sanggahan Banding dinyatakan benar, Jarminan 
Sanggahan Banding dilemballkan kepada penyan9gah. 

12). Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/ Seleksi 
dinyatakan salah, Jarninan Sanggahan Banding dicairkan dan 
disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban San9gahan 
Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan 
Banding. 

15. Tahapan Permilihan Pengadaan Barang/Jasa. 

a. Tahapan Perilihan Penyedia 
Konstrlsi/Jasa Lainnya 

Barang/Pekerjaan 

). Tahapan Pelelangan Urumn, Pelelangan Terbatas 
Dengan Pralalifiksi 

Perilihan Penyedia Barang/Pekerjaa Konstruks/Jasa Lainnya 
dengan metode Pelelangan Urumn meliputi tahapan sebagal 
berikut: 

a). Pelelangan Umum untuk permilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau 
Pelelangan Terbatas untuk perilihan Perryedi.a 
"g"Peer»an onstruss deo pralkonloas, 
metode dua sarnpul yang meliputi kegiatan 
(1). pengururan dan/atau undangan prakualifikasi; 
(2). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifkasi; 
(3). permasukan dan  evaluasi Dolumen Kualifkasi; 
(4). pembultian kualifkasi; 
(5). penetapan hasit kualifkasi; 
(6). pengumuman hasil kualifikasi; 
(7). sanggahan kualifikasi; 
(8). undangan; 
(9). pengambian Dolumen Pemilithan; 
(10).pemberian penjelasan; 
(11).pemasukan Dokumen Penawaran; 
(12).pembukaan Dolumen Penawaran sampul I; 
(13).evaluasi Dolumen Penawaran sampul I; 
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(14).pmbentahuan dan pengururan peserta yang lulus 
evaluasi sarnpul I; 

(15).permbulan Dolumen Penawaran samnpul I; 
(16).evaluasi Dolumen Penawaran sampul LI; 
(17).pembuatan Benita Acara Hail Pelelangan; 
(18).penetapan pemenang; 
(19).pengururnan perenang; 
(20).sang9ahan; dan 
(21).sanggahan banding (apabila dipertukan). 

b). Pelelangan Umum untuk permilithan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jars.a Lainnya atau 
Pelelangan Terbatas untuk perilthan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstrulcsi dengan pralualifikasi, 
metode dua tahap yang meliputi kegiatan: 

(1) pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan 
pralcualiffkasi; 

(2) pendaftaran dan pengambilan Dolumen Kualifikasi; 
(3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(4) pembultian kualifkasi; 
(5) penetapan hasil kualirfkasi; 
(6) pengurmuman hasil kualifikasi; 
(7) sanggahan kualifkasi; 
(8) undangan; 
(9) pengambilan Dolumen Perilihan; 
(10) pemberian penjelasan; 
(11) pemasukan Dolumen Penawaran tahap I; 
(12) pembukaan Dolumen Penawaran tahap I; 
(13) evaluasi Dolumen Penawaran tahap I; 
(14) melalukan penyetaran teknis apabila dipertukan, 

kecualt untuk metode evaluasi sistem nilai; 
(15) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; 
(16) pembertahuan dan pengumuman peserta yang lulus 

evaluasi tahap I; 
(17) persukan Dokumen Penawaran tahap LI; 
(18) pembukaan Dolumen Penawaran tahap II; 
(19) evaluasi Dolumen Penawaran tahap LI; 
(20) pembuatan Benita Acara Hast Pelelangan; 
(21) penetapan pemenang; 
(22) pengumuman pemenang; 
(23) sanggahan; dan 
(24) sang9ahan banding (apabila dipertukan). 

c). Pelelangan Umnumn atau Pelelangan Terbatas untuk 
pemilihan Peryedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan 
prakcualifikasi, metode satu sarmpul yang meliputi 
kegiatan: 

(1) pengumuman dan/ atau undangan prakuaifkasi; 
(2) pendaftaran dan pengambillan Dokumen Kualifkasi; 
(3) perasukan dan evaluasi Dolumen Kualifikasi; 
(4) pembuktian kualifkasi; 
(5) penetapan hasil lualifkasi; 
(6) pengurmuman hasil kualifikasi; 
(7) sanggahan kualifikasi; 
(8) undangan; 
(9) pengambilan Dolumen Perilihan; 
(10) pemberian penjeiasan; 
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(11) pem asulan  Dolmen  Penawar an, 
(12) pembulaan Dolumen Penarwaran; 
(13) evaluasi Dolmen Penawara, 
(14) pembuatan Bernita Acara Hasl Pelelangan; 
(15) penetapan pemenang; 
(16) pengumuman pemenang; 
(17) sanggaban; dan 
(18) sang9ahan banding (apabila dipertukan). 

2). Tahapan Pelelangan Urum Pascaluaifikasi. 

a). Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 
px zakualifikcast, metode satu sampul yang meliputi 
kegiatan: 

(1) pengumuman; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dolumen Pengadan; 
(3) pemberian penjelasan; 
(4) permasukan Dokumen Penawaran; 
(5) pembukaan Dolumen Penawaran; 
(6) evaluasi penawaran; 
(7) evaluasi lkualifikasi; 
(8) pembuktian kualifikasi; 
(9) pembuatan Benita Acara Hasil Pelelangan; 
(10) penetapan pemenang; 
(11) pengumuman pemenang; 
(12) sanggahan; dan 

(13) Sanggathan Banding (apabila dipertukan). 

b). Pelelangan Umurn untuk permilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 
pascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi 
kegiatan: 

(I) pengumuman; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 
(3) pemberian penjelasan; 
(4) permasukan Dokumen Penawaran; 
(5 pemo«an ooi""_"ran smpa 1 
(6) evaluasi Dolumen Penawaran sampul I; 
(7) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus 

evaluasi sarnpu I; 
(8) pembulaan Dolumen Penawaran sampul IL; 
(9) evaluasi Dolumen Penawaran sampul Ll; 
(10) pembultian kualifkasi; 
(11) pembuatan Benita Acara Hasil Pelelangan; 
(12) penetapan pemenang; 
(13) pengumuman perenang; 
(14) sanggahan; dan 
(15) sanggahan banding (apabila dipertukan). 

3). Tahapan Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung 

Perilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk 
Penyedia Barang/as.a Lainnya atau Perilihan Langsung untuk 
Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebaga 

berikut: 
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). pengururan, 
b). pendaftaran dan pengeambilan Dolumen Pengadaan; 
c). pemberan penjeiasan, 
d). pemasukan Dolumen Penawaran; 
e). pembukaan Dolumen Penawaran; 
f). evaluasi penawaran; 
g). evaluasi kuairfiksi; 
h). pembultian kualiflsi; 
). pembuatan Bernita Acara lasil Pelelangan; 
p). penetapan pemenang; 
). pengumuran pemenang; 
I). sanggahan; dan 
m). sanggahan banding (apabila dipertukan). 

4). Tahapan Pelelangan 
Penanganan Darrat. 

Penunjukan 

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaa Konstruksi/Jasa Lainnya 
untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan 
Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut: 

a). PK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja 
(SPMK) kepada:: 
(1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan 

pekerjean sejenis; atau 
Q2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan mermenuhi 

kuairfkasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, 
bilea tidak ada Penyedia sebagairnana diraksud pada 
angka (1). 

b), Proses dan administrasi Penunjukan Lan9sung dilakuk.an 
secara simultan, sebagai berikut: 

(1) opname pekerjaan di lapangan; 
(2) penetapan jenis, spesifkasi teknis dan volume 

pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan; 
(3) penyusunan dan penetapan HPS; 
(4) peryusunan Dolmen Pengadaan; 
(5) penyarpaian Dolumen Pengadaan kepada 

Penyedia; 
(6) perasukan Dolumen Penawaran; 
(7) pembukaan Dolumen Penawaran; 
(8) llariffiasi dan negosiasi teknis dan harga; 
(9) penyusunan Benita Acara Hasit Penunjukan 

Langsung; 
(10) penetapan Penyedia; dan 
(11) pengumuman Penyedia. 

5). Tahapan Pelelangan Penunjukan Langsung Bulan 
Penanganan Darurat. 

Perilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjuk.an 
Lang'sung meliputi tahapan sebagai berilut: 
a). undangan kepada peserta terpilih dilarmpini Dolumen 

Pengadaan; 
b). permasulean Dolumen Kualirfkasi; 
). evaluasi kualirflast; 
d). perbukctan kualirfikasi; 
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e). pemberian perjeiasan, 
f). per asula  Dolurnen  Pen.awar  an; 
g). evaluasi penawaran serta kdartfkasi dan negosiasi teknis 

dan harga; 
h). peryusunan Bernita ACara Hasi Penunjukan Langsung; 
l). penetapan Penyedia; dan 
)). pengururan Penyedi.a 

6). Tahapan Pelelangan Pengadaan Langsung 

Pemilithan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebaga 
berilut: 

a). pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk 
Pengadan Barang/Jasa Lainnya yang menggunak.an 
bulti pembelian dan utansi, serta Pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi yang menggunakan kuitansi; 

b). permintaan penawaran yang disertai dengan lantfkast 
serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk 

"" =  7). Tahapan Pelelangan Metode Kontes/ Saryembara 

Perilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode 
Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai 
berilut: 
a). pengumuman; 
b). pendaftaran dan pengamoilan Dolumen 

Kontes/'Sayembara; 
c). pemberian penjelasan; 
d). perasukan proposal; 
e). pembukaan proposal; 
f). Demerit an administrasi dan penilaian proposal teknis; 
g) pembuatan Benita Acar Has#l Kontes/'Sayembara; 
h). penetapan permenang; dan 
). pengumuman pemenang. 

b, Tahapan Perilihn Peryedia Jasa Konsultansi. 

1). Tahapan Metode Selelsi Urnum. 

Perilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi 
Umum meliputi tahapan sebagai berilut: 
a). metode evaluasi ualt.as pralualifikasi dengan dua 

sampul yang meliputi kegiatan: 
(1) pengumuman pralualiffikasi; 
(2) pendaftaran dan pengambtan Dolumen Kualifkcasir; 
(3) pemberian penjelasan (apabila diperukan); 
(4) perasukan dan evaluasi Dolumen Kualifkasi; 
(5) pembuktian kualirfkasi; 
(6) penetapan hasil kualifkas; 
(7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 
(8) sang9ahan kualirfkasi; 
(9) undangan; 
(10) pengambian Dolumen Pemilihan; 
(11) pemberian penjelasan; 
(12) pemasulan Dolumen Penawaran; 
(13) pembukaan dolumen sampul I; 
(14evaluasi dolmen sarnoul I 
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(15) penetapan peningiat telnis; 
(16) pembentatuan dan pengururan peningiat teinis; 
(17) sangganan; 
(18) sanggahan banding (apabila dipertukan); 
(19) undangan pembukaan dolumen sampul II; 
(20) pembulcaan dan evaluasi dolumen sampul II; 
(21) undangan klariflasi dan negosiasi telnis dan biarya; 
(22) llarifliasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 
(23) pembuatan Benita Acara Hasit Selelksi. 

b). metode evaluast lualitas dan biaya serta metode evaluasi 
pagu anggaran pralkualirfkasi dengan dua sarpul yang 
mo hiputi lata f All • 

(1) pengumuman prakuairfkaasi; 
(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 
(3) pemberian penjelasan (apabila dipertukan); 
(4) pem asukan  dan evaluasi Dolumen Kualifikasi; 
(5) pembuitian kualifkasi; 
(6) penetapan hasil kualirfkasi; 
(7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; 
(8) sanggahan kualifkasi; 
(9) undangan; 
(10) pengambilan Dolumen Perilihan; 
(11) pemberian penjelasan; 
(12) perasukan Dolumen Penawaran; 
(13) pembukaan dolumen sampul I; 
(14) evaluasi dolumen sampu I; 
(15) penetapan peringkat teknis; 
(16) pembenitahuan dan pengumuman peringkat teknis; 
(17) undangan pembukaan dolumen sampul II; 
(18) pembukaan dan evaluasi dokumen sarpul II; 
(19) penetapan pemenang; 
(20) pemberitahuan dan pengumuman perenang; 
(21) sanggahan; 
(22) sang9ahan banding (apabila diperlukan); 
(23) undangan klarifkaasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
(24) llariflkasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan 
(25) pembuatan Benita Acara Hasil Seleksi. 

c). metode evaluasi biarya terendab/pagu anggaran 
prakualifkasi dengan satu sampul yang meliputi 
kegiatan: 
(I) pengumuman prakuairfkasi; 
(2) pendaftaran dan pengamblan Dolumen Kualifkasi; 
(3) pemberian penjelasan (apabila dipertukan); 
(4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 
(5) pembuktian kualiffkasi; 
(6) penetapan has# kualifkasi; 
(7) pemberitahuan dan penguruman hasit kualiffkasi; 
(8) sanggahan kualirfkasi; 
(9) undangan; 
(10) pemberian penjelasan; 
(11) pemasukan Dokumen Penawaran; 
(12) pembulaan Dolumen Penawaran; 
(13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 
(14) penetapan permenang; 

(15) pembentahuan dan penguruman pemenang; 
(16) sanggahan; 
(17) sanggahan banding (apabila dipertukan ); 
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(18) undang.an klartfias dan negos+as, 
(19) %larifisi dan nego irst, dan 
(20) pembuatan Benita Acara Has Selelcsi. 

2). Tahapan Metode Selelsi Sederhana 

Perilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi 
Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau 
metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan 
sebagai berikut: 

a). pengumuman prakualifikasi; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 
c). pemberian penjelasan (apabila dipertukan); 
d). pemasukan dan evaluasi Dolumen Kualifikasi; 
e). pembuktian kualirflasi; 
f). penetapan hasil kualiffkasi; 
g). pembenitahuan dan penguruman hasil kualifikasi; 
h). sanggahan kualifikasi; 
). undangan; 
p). pemberian penjelasan; 
k). permasulan Dokumen Penawaran; 
l). pembukaan Dolurnen Penawaran; 
m). evaluasi administrasi, teknis, dan biaya; 
n). penetapan pemenang; 
0). pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 
p). sanggatan; 
q). sanggahan banding (apabila dipertukan ); 
r). undangan klarifkast dan negosiasi teknis dan biaya; 
s). kiartfikast dan negosiasi; dan 
t). pembuatan Benita Acare Hasit Seleksi. 

) Tahapan Metode Pennjukan Langsung Untuk 
Penanganan Darurat. 

Perilihan Penyedia Jarsa Konsultansi dengan Metode 
Penunjuk.an Lan9sung untuk penanganan darurat meliputi 
tahapan sebagai berilut: 

a). PRK dapat menerbitkn Surat Perintah Mulal Kerja 
(SPMK) kepada :  
(1). Penyedia Jasa Konsuttansi terdekat yang sedang 

melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi 
penanganan darurat; atau 

(2). Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai marnpu 
dan mermenuthi kualifkast untuk melakcsanakcan 
pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa 
Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1). 

b). Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilalculoan 
secara sirultan, sebagai berikut : 
(1). opname pekerjaan di lapangan; 
(2). penetapan rang lingkup, jumlah, dan kualifiasi 

tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan; 
(3). peryusunan Dolumen Pengadan; 
(4). penyusunan dan penetapan HPS; 
(5). penyampaian Dolumen Pengadaan; 
(6). permasulan Dolmen Penawaran;; 
(7). pembukaan dan evaluasi Dolumen Penawara; 
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(8). llanifi.as dan negosiasi telnis dan biaya, 
(9). penyusunan Benita Acara las Penunjuk.an 

Langsung, 
(10).penetapan Penyedia; dan 
(11).pengurmuman Penyedia. 

4) Tahapan Metode Penunjukan Langsung Untuk ukan 
Penanganan Darurat. 

Perilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode 
Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat 
meliputi tahapan sebagai berikut: 
a). undangan kepada peserta terpilih dilarnpint Dolumen 

Pengadaan; 
b). permasukan, evaluasi, dan perbuktian kualifikasi; 
c) pemberian penjelasan; 
d). pemasukan Dokumen Penawaran; 
e). permbukaan dan evaluasi penawaran; 
f). ilariffkasi dan negosiasi tekcnis dan biaya; 
g). pembuatan Benita Acara lasil Penunukan Langsung; 
h). penetapan Penyedia; dan 
l). pengumuman. 

5). Tahapan Metode Pengadaan Langsung 

Perilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode 
Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan 
penawaran yang dilluti dengan klarifkasi serta negoslas 
teknis dan biarya kepada calon Penyedia. 

6). Tahapan Metode Sayembara 

Pemilithan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode 
Syembara meliputi paling urang tahapan sebagai berilut: 
a). pengurmuran; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara; 
). pemberian penjelasan; 
d). pemasukan proposal; 
e). pembukaan proposal; 
f). pemeriksaan administrasi dan penlaian proposal teknis; 
g) pembuatan Benita Acara Hasil Sayembara; 
h). penetapan permenang; dan 
l). penguruman pemenang. 

7). Tahapan Metode Selelsi Umum Pemilihan Jasa 
Konsultansi Perorngan 

Pernilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan 
menggunalcan tahapan Seleksi Urum pascakualifikasi satu 
sampul, meliputi kegiatan sebagal berilut: 

a). pengururan; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dolumen Pengadaan; 
c). pemberian penjelasan; 
d). permasukan Dolumen Penawaran; 
e). pembukaan Dokurmnen Penawaran; 
). evaluasi penawaran; 
g). evaluasi lualifiasi; 
h). pembulctian kualirfikasi; 
l). pembuatan Benita Acara Hasill Evaluasi; 
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). penetapan perenang; 
l). pengururan perenang; 
l). sanggahan; 
m). sanggahan banding (apabila dipertukan ); 
n). undangan klarflaasi dan negosiasi tekcnis dan biaya; 
0). lklariflaasi dan negosiasi tekcnis dan biaya; dan 
p). pembuatan Bernita Acara lasil Seleksi. 

16. Peryusunan adwal Pengadaan Barang/Jasa. 

a, Ururr 

1). ULP/Pejabat Pengadaan meryusun dan menetapkan jacdwal 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

2). Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana 
dimaksud diatas, harus membertkan alokasi waktu yang cukup 
untuk sermua tahapan proses Pengadaan, termasuk waltu 

untukc: 
a). pengumuman Pelelangan/ Seleksi; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau 

Dolumen Pengadaan; 
c). pemberian penjelasan; 
d). pemasukan Dolumen Penawaran; 
e). evaluasi penawaran; 
f). penetapan pemenang; dan 
g). sanggahan dan sanggahan banding. 

b Penyusunan Jadwal Pelelangan Urum dengan 
Prakalifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Selelsi Umum. 

1). Pelelangan Urumn dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, 
atau Seleksi Umurm dilalukan dengan ketetapan waltu 
sebagai berikut: 

a). penayangan pengumuman prakualifikasit paling kurang T 
(tujun) hart kerja; 

b). pendaftaran dan pengambilan Dokumnen Kualifikasi 
dirmulai sejak tan9gal pengumuman sampai dengan I 
(satu) hart kerja sebelum batas alchir perarsukan 
Dolumen Kualifikasi; 

c). batas akhir perasukan Dolumen Kualifkast paling 
kurang 3 (tiga) hart kerja setelah berakhirnya 
penayangan pengumuman kualifikasi; 

d). masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilaluan 
selama 5 (lira) hart kerja setelah pengumuman hasil 
kualifkast dan tidak ada sanggahan banding; 

e). undangan Pelelangan/'Seleksi kepada peserta yang lulus 
kualifkast disamnpalkcan 1 (satu) hart kerja setelah 
selies.ainya masa sanggahan; 

f). pengambilan Dolumen Perilihan dilakukan sejak 
dikeluariannya undangan Pelelangan/Seleksi sampal 
dengan 1 (satu) hart kerja sebelum batas akhir 
pemasukan Dolkumen Penawaran; 

g). pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) 
hart kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/ Selelesi; 

h). pemasukan Dolumen Penawaran dimulai 1 (satu) hart 
kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan 
paling kurang 7 (tujuh) hart kerja setelah 
ditandatanganin Benita Acara Pemberian Penjelasan; 
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l). masa sang9ahen terhad.ap has Pelelangan/ Sees 
selama S (lira) heart kerja set #ah  pengururan  hasil  
Pelelangan/  Selelsi dan masa sanggahan banding selama 
5 (lira) hart kerja setelah menerima jawaban 
sanggahan; 

j). dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang, 
Surat Penunjulan Penyedia Barang/Jasa ($PPB)) 
diterbitkan paling lamnbat 6 (enam) hani kerja setelah 
pengurnurnan penetapan pemenang Pelelangan apabila 
tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab 
dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling 
lambat 2 (dua) hart kerja setelah Kelompok Kerja ULP 

menyampailan Benita Acara Has#l Selelsi (BAHS) kepada 
PK untulSeleksi Umurm; 

k). dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada 
Pelelangan Urum diterbitian paling lambat 2 (dua) hart 
kerja setelah adanya jewaban sanggahan banding dart 
Menter/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan 
Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hart kerja 
setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS 

kepada PK untuk Seleksi Urum; dan 
). Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) 

hart kerja setelah diterbitkannya $PP8J. 

2). Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagairmana 
dimaksud diat.as, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok 
Kerja UuP. 

3). Penyusunan jadwal pelaksanaan pernilithan sebagaimana 
dimnaksud diat.as untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E 
Procurement, dilalulan berdasarkan hari kalender. 

4). Batas akhir setiap tahapan perilihan sebagaimana dimaksud 
melalui E-Procurement adalah hant kerja. 

s. palm hale?} dengan praloaum+as, Pele.open 
Terbatas, atau Selelist Urum dilakukan mendahuluit Tahun 
Anggaran, $PPB) diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan. 

c. Peyusunan Jadwal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum 
Perorangan dengan pascalcalifilsi 

1). Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan 
pascakualrfkast dilalukan dengan ketetapan waktu sebagal 
berkut: 
a). penayangan pengumuman dilakcsanal.an paling kurang T 

(tujuh) hart kerja; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan 

(Dolumen Kualifikasi dan Dokumen Perilihan) dimulal 
sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hart 
kerja sebelumn batas akhir perasukan Dolumen 
Penawaran; 

c). pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) 
hant kerja sejak tanggal pengumuman; 

d). perasukan Dolumen Penawaran dimulai I (satu) hart 
erja setelah pemberian penjela an; 

e). bats akhir pemasukan Dolmen Penawaran paling 
lurang 2 (dua) hart kerja setelah penjelasan dengan 
memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk 
mempersiaplan Dolumen Penawaran sesuai dengan 
jenis, kompleis#tas, dan lokasi pekerjaan, 

f). evaluasi penawran dapat dilalxukan sesuai denan: 
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I) walt yang diperiukn; at.au 

2) jenis dan lornolesicsrt.as pekerjaen, 
g) masa san9gah.an terhadap basil pelelangan/selelsi 

selama 5 (limna) hart kerja setelah penguruman hasil 
Pelelangan/ Seleisi dan masa sanggahan banding selama 
5 (lira) hani kerja setelah menerima jawaban 
sanggaban; 

h). dalam hal PPK menyetujut penetapan pemenang 
Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enamn) 
hani kerja setelah pengumuman penetapan pemenang 
Pelelangan apabila tidak ada sanggatan, atau setelah 
sang9ahan dijarwab dalarm hal tidak ada sanggahan 
banding, atau paling lambat 2 (dua) hart kerja setelah 
Kelompok Kerja ULP menyampaikan Bernita Acara Hasil 
Selelsi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum; 

l). dalam hal sanggahan banding tidak diterima, $PPB pada 
Pelelangan Urum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hart 
kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dart 
Menter/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerat/impinan 
Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hart kerja 
setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS 
kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan 

9). Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) 
hant kerja setelah diterbitkannya SP8J. 

2). Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sarpai dengan huruf i, 
diserahkan sepenuhnya kepada Kelormpok Kerja ULP. 

3). Penyusunan jadwal pelaksanaan perilihan sebagaimana 
dimnaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui 
E-Procurement, dilalulean berdasarkan hart kalender. 

4). Batas akhir setiap tahapan perilihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hani kerja. 

5). Dalam hal Pelelangan Urum dan Selelsi Urum Perorangan 
dengan pascakualifkasi dilakukan mendahulut Tahun 
Anggaran, SPPB) diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetaplan. 

d. Peryusunan Jadwal Pelelangan Sederhana, Periihan 
Langsung at Seleli Sederhana Perorangan 

1). Pelelangan Sederhana, Perilihan Langsung, atau Seleksi 
Sederhana Perorangan dilalukan dengan ketetapan waktu 

sebagai berilut.: 
a). penayangan penguruman dilakcukan paling kurang 4 

(empat) hart kerja; 
b). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan 

dirulai sejak tanggal pengumuran sampai dengan I 
(satu) hart kerja sebelum batas akhir permasukan 
Dolumen Penawaran; 

c). pemberian penjelasan dilalsanakan paling cepat 3 (tiga) 
hani kerja sejak tan9gal pengumuman; 

d). perasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari 
erja setelah pemberian penjelasan sampai dengan 
paling kurang 2 (dua) hart kerja setelah 
ditandatanganinya Benita Acara Pemberian Penjelasan; 

e). masa sanggahan terhadap hasill Pelelangan/ Seleksi 
Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hani kerja setelah 
penguruman hasit Pelelangan/'Seleksi Sederhana 
Perorangan dan mas.a sanggahan banding selama 3 
(bga) hart lerja setelah menerima jawaban sanggahan; 
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f. $PPB dierbian paling larbat 4 (erpat') hani kerja 
setelah pengurumen penetapan perenang Pelelangan 
Sederhana atau Perlihan Lag5sung apabila tidal ada 
san9ggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam heal 
bdak ada sanggahan banding; 

g). dalam hail Sanggahan Banding tidal diterima, $PP8J pada 
Pelelangan Sederhan.a tau Pernilithan Lan9sung 
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hant kerja setelah 
adanya jawaban Sanggahan Banding dart 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerat/Pimpinan 
Insttusir; 

h). untuk Selieksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan 
paling lambat 2 (dua) hani kerja setelah Kelompok Kerja 
"erroaon Burs epe ex, an 

I). Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) 
hart kerja setelah diterbitkannya $PPB), 

2) Selelsi Sederhana dengan prakualifkaasi dilakukan dengan 
ketetapan waktu sebagai berikut: 
a). penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 

(empat) hart kerja; 
b). pendaftaran dan pengamblan Dokumen Kualifikasi 

dimulai sejak tan9gal pengumuman sampai dengan I 
(satu) hant kerja sebelurm batas akhir perasukan 
Dolumen Kualifkaasi; 

c). batas akhir pemasukan Dolumen Kualifikasi paling 
kurang 3 (tiga) hart kerja setelah berakhirnya 
penayangan pengururan kualifikasi; 

d). masa sangghan terhadap hasil kualifikasi dilakukan 
selama 3 (tiga) hani kerja setelah pengumuman hasil 
kualirfikasi dan tidak ada sanggahan banding; 

e). undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek 
disampaikan 1 (satu) hart kerja setelah masa sanggaban 
atau setelah selesainya marsa sanggahan; 

f) pengambilan Dolumen Perilihan dilakuk.an sejak 
dikeluarkannya undangan seleksi sarpai dengan 1 (satu) 
hart kerja sebelum batas akhir permasukan Dolumen 
enawar an, 

g). pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) 
hart kerja sejak tanggal undangan seleksi; 

h). pemasulan Dolumen Penawaran dimulai I (satu) hart 
kerja setelah pembenian penjelasan sampai dengan 
paling kurang 3 (tiga) hart kerja setelah 
ditandatanganinya Benita Acara Pemberian Penjelasan; 

). masa sanggahan terhadap hasit Seleksi selama 3 (tiga) 
harni kerja setelah penguruman hasit Seleksi dan masa 
sanggahan banding selama 3 (tiga) hart kerja setelah 
menenima jarwaban sanggahan; 

j). $PPB) diterbitkan pealing lambat 2 (dua) hand kerja setelah 
Kelompok Kerja ULP menyarnpaikan BAHS kepada PK; 

). dalarm hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPB) 

diterbitkaan paling lambat 2 (dua) hart kerja setelah 
Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PK; 
dan 

). Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 

3). Pengatran jadwal/waktu diluar proses sebagairan.a 
dirnalsud pad avat (1) hurufa sampai dengan hurf h, dan 
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pada ayat (2) hurt a saroar dengen hurf I, diserahkan 
sepenuhrya iepada eorook Kera UL.P 

4). Penyusunan jadwl pelalcs.an.aan perilihan sebagaimnana 
dimnealcsud pada yat (1) dean ayat (2) untukx Pengadaan 
Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan 
hart kalender. 

5). Batas akhir setiap tahapan perilihan sebagaimana dimnalcsud 
pada yat (1) dan yat (2) melalul E-Procurement adalah hart 
kerja. 

6). Dalamn hal Pelelangan Sederhana, Permiihan Langsung atau 
see?Pr» anon meodahour Tahon Aooawan, 
$PPB] diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan. 

e. Penyusunan Jadwal Penunjuan Langsung/Pengadaan 
Langsung/Kontes/ Sayembara. 

Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan 
Langsung/Kontes Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada 
ULP/Pejabat Pengadaan. 

17. Pengumuman Pemifihan Peryedia Barang/Jasa 

a). Datt pergepatan pelaksanaan Pen9adean Barang/Jasa 
Kelompok Kerja UMP dapat mengurumk.an pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa secara luas kepada masyaralat dengan syarat: 
1). setelah penetapan AP8D untuk Pengadaan 

Barang/Jasa yang bersumber dri APBD; 
2). setelah rencana kerja dan an9garan Kementenian/ 

Lembaga/Institu disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang 
bersumber darn1 APBN. 

b), Dalam hal DIPA/DPA tidal ditetaplan atau alokasi anggaran dalamn 
DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dart nitai Pengadaan 
Barang/Jasa yang diadakan, proses Pemilihan dibatalk.an 

c). Pelalcsanaan Pelelangan/'Seleksi diurumkan secara terbuka dengan 
mengumumkan secara luas selurangkurangnya melalui 
1). website Kementenian/Lembaga/Pererintah Daerat/ Institusi; 
2). papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan 
3). Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 

d). Dalamn hal pengururan untuk Pelelangan Terbatas, ULP harus 
mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang diangap 
mampu. 

e). Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan 
Pengadaan Brang/Jasa, pernilihannya harus berdasarkan daftar 
surat kabar yang beroplah besar dan mer#lid peredaran luas. 

18. Kualifilasi, Pralualifikasi dan Pascakualifikasi, 

a). Dalam proses prakualifikas/ pascakualifiksi, ULP/Pejabat 
Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi 
keilutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar 
Propinsi/'Kabupaten/Kota 

b). Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perryataan diatas 
meterai yang menyatalaan bathwa sermua informasi yang 
disarnpaikan dalarm formulir isian kualifikasi adalah benar. 

c). K/LD/I dilrang melalkukan prakualiflasi massal yang berlaku 
untuk Pengadaan dalamn kurun waktu tertentu dengan menerbitan 
tanda dafar lulus pralkuafl.si tu seienisnva. 
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d). Kualfksi merupal.an proses penilaian kompetensi dan 
lemarnpuan usaha serta pemnenuh.an persyaratan tertentu lainny.a 
dant Penyedia Barang/asa. 

e). Kualiflaasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualirfkasi 
atau pascalkualirfkas. 

f). Pralualifkasi merupak.an proses pen#laian kualifikasi yang dilakuk.an 
sebe#urn perasukan pen.war an. 

g). Pralualiflist dilaksanalan untuk Pengadaan sebagal berikut: 
1). Permilithan Perryedia Jasa Konsutansi; 
2). Perilihan Penyedia Barang/Pekerjaan KonstruksiJasa Lainnya 

yang bersifat komplels melalul Pelelangan Umum; 
3). Perilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang mengqunalan Metode Penunjukan Langsung, kecuali 
untuk penanganan darurat; atau 

4). Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. 

h). Prakualifikasi sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan untuk 
Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya. 

). Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalarm 
penanganan darurat dilakukanbersamaan dengan perasukan 
Dokumen Penawaran. 

j). Proses pralualifkaasi menghasilkan: 
1). daftar calon Peryedia Darang/Pekerjaa Konstruksi/Jars.a 

Linnya; atu 
2). daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. 

k). Dalam proses prakuaiffkast, Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan segera mermbula dan mengevaluasi Dokurnen 
Kualirfkast paling lama 2 (dua) hart kerja setelah diterima. 

). Pascalcualifika merupakan proses penilaian kualifikasi yang 
dilaluk.an setelah perasulk.an penawr an. 

m). Pascalualifikast dilaksanal.an untuk Pengadaan sebagai berikut: 
1). Pelelangan Urum, kecuall Pelelangan Umum untuk Pekerjaan 

Kompleks; 
2). Pelelangan Sederhanay/Peri Langsung; dan 
3). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. 

n), ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifika6l 
yang bertujuan diskniminatif serta diluar yang telah ditetapk.an 
dalamn letentuan Peraturan Presiden ini. 

0). ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualirfkast 
dengan ketentuan.: 
1). meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kuairfikasi; 
2). tidal merinta seluruh dolumen yang disyaratkan kecuall 

pada tahap permbuktian kualifkasi; dan 
3). pembultian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional 

dapat dilalukan dengan meminta dokumen yang dapat 
membuktikan kompetensit calon Penyedia Barang/Jasa. 

p). Penilaian lualifkasi dilalukan dengan metode 
1). Sisterm Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstrulcsi/ Jasa Lainnya; 
2). Sister Nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. 

19, Me to de  Penyampaian Dolmen Penawaran 

a. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan 
menetaplan metode pemnasukan Dolumen Penawaran. 

b. Metode permasuian Dolumen Penawaran terdiri atas : 
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Al« ot st sampul; 
m de dua sarpul; at.au 

3 dua tahap. 

c Me tode  satu  sampul  digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang 
sedertan, diman.a evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga 
dan mer#lilo lralteristik sebagai berikut. 
I). Pelerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang 

telah ditetapkan Pemerintah; 
2). Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; 

atau 

3). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstrulest/ Jasa Lainrya yang 
spesifkasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secar 
jelas dalam Dolumen Pengadaan. 

d. Selain Pengadaan Barang/Jasa yang 
sebagairmana diraksud pada huruf c, 

digunakan dalamn Penunjukan 
Langsung/Kontes/'Sayera. 

memilikd karakteristik 
metode satu sampul 

Langsung/Pengadaan 

e. Metode dua sampul digunak.an untuk Pengadaan BarangJasa 
dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan 
digunakan untuk; 
1). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang 

menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biarya selama 
umur ekonomis. 

2). Pengadaan Jasa Konsultansi yang memilikd karakteristik 
sebagai berikut: 

a). dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan 
teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga 
tidal mempengaruhi penilaian teknis; atau 

b). pekerjaan bersifat korplels sehingga dipertukan evaluasi 
teknis yang lebih mendalamn. 

f. Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memiliki karaktenistik sebagai berikut: 
1), Pekerjaan bersifat kompleks; 
2). memenuhi kriteria kinerja tertentu dani keseluruhan sister, 

termasuk pertimbangan kernudahan atau efsiensi 
pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; 

3). mempunyai beberapa alternatif penggunaan sister dan desain 
penerapan teknologi yang berbeda; 

4). membutuhkan wktu evaluasi telnis yang lama dan/atau 
5). membutuhkan penyetaraan teknis. 

20. Metode Evaluasi Pengadaan arang/Jasa. 

a, Me to de  Evaluasi Pengadaan 
Konstrulesi/Jase Lainrrya 

1). Metode evaluasi penawaran dalam perilihan Penyedi.a 
Brang/Pekerjaan Konstruksi/ asa Lainnya terdiri atas: 

a), sistem gugur; 
b). sister nilai; dan 
c). sister penilaian biaya selama umur eionomis. 

2). Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaa KonstruksiJasa Lainnya pada prinsipnya 
menggunakan penilalan sister gugur. 

Barang/Pekerjaan 
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3). Evaluas sister nili digunail untulk Peng-ad.an 
B rang/Peterjaan Konstrulcsi/Jar Lainnya yang 
"""Moon evooan nee spa»an den9an her9a 
mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualirtas 
teknis. 

4). Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstrukcsi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor-faltor 
umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, 
dan jangka waktu operasi tertentu. 

5). Sister nilai dilalukan dengan ketentuan sebagal berikut: 
a). besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) 

sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dart 
total bobot keseluruhan; 

b). unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang 
dapat dikuantifkasikan; dan 

c) tata cara dan kriteria penilaian harus dicanturmkan 
dengan jelas dan rind dalam Dolumen Pengadaan. 

6). Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau 
mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas 
akchir permasukan Dolumen Penawaran 

7. Metoe pema""omen penawaran dua tahap apt 
menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sister nilai, 
atau sister penilaian biaya selama umur ekonomis. 

b Metode Evaluasi Penawaran Dalam Pergadan J6a 
Konsultansi. 

). Metode evaluasi penawaran dalam perilihan Penyedia Jasa 
Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan: 
a). metode evaluasi berdasarkan kualitas; 
b). metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 
c). metode evaluasi berdasaran Pagu A9garan; atau 
d). metode evaluasi berdasarkan biaya terendah. 

2). Metode evaluasi berdasarkan kualtars, digunakan untuk 
peter jaan yang 
a). mengutarakan kualitas penawaran teknis sebagai faltor 

yang menentukan terhadap hasit/manfaat (outcome) 
secara keseluruhan; dan/ atau 

b). lingkup pekerjaan yang sulit ditetaplan dalam KAK. 

3). Metode evaluasi berdasarkan kualit.as dan biaya, digunakan 
untuk pekerjaan yang: 
a). lingkup, keluaran (output'), waktu penugasan, dan hal-heal 

lain dapat diperlirakan dengan baik dalam KAK; dan/ atau 
b). besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas, 

dan tepat. 
4). Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran, digunakan 

untuk pekerjaan: 
a). sudah ada aturan yang mengatur (standar); 
b). dapat dirinai dengan tepat; atau 
). anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. 

5). Metode evaluasi berdasarian biaya terendah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan 
yang bersifat sederhana dan standar. 
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6). Dal m valuasi berdu in lualits dan biarya, pembobotan 
nlai teicnis dan bury.a diatur dengan ietentuan 
a). bobot penawaran telnis antara 0,60 sampi 0,80; 
b). bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40. 

7). Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus 
diiluti dengan llartflas dan negosiarsi, dengan etentuan 

sebagai berikut: 
a). larga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biarya 

langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable 
cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidal 
wajar; 

b). aspek biaya yang pertu dikdarifikasi atau negosiasi 
terutama: 
(1) .ke  uaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran 

biaya; 
(2). volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan 
(3). biaya satuan dibandingkan dengan biaya 

yangberlaku di pasar/kewajaran biaya; 

c). kiarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung 
personil dilakukan berdasarkan daftar gaj yang telah 
diaudit darn/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga 
ahli konsultan yang bersangiutan; 

d). biaya satuan dart biaya langsung personil paling tinggi 4 
(empat) kalit gaji dasar yang diterima tenagaahli tetap 
dan paling tinggi 2,5 (dua koma lira) kal penghasilan 
yang ditenima tenaga ahli tidak tetap; dan 

e). unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan 
waktu yang telah ditetapkan. 

8). Dikecualikan dani ketentuan angka 7) huruf c) dan d), untuk 
selelrsi internasional, dengan ketentuan: 
a). negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat 

dilakukan berdasarkan daftar gaji yang teiah diaudit, 
bult setor pajak penghasilan tenag ahli, atau 
pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang 
kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang 
mermuat kesanggupan untuk dijadik.an dasar audit; 

b). besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada 
unit biaya personil yang berlaku di luar negent. 

0. TANDA BUKTI PERJANJAN 

1). Tenda bulti perjanjian terdirt atas: 

a), bult pembelian; 
b). kurtansi; 
c). Surat Perintah Kerja (SPK); dan 
d). surat perjanjan. 

2). Bulti pembelian sebagaimana dimnaksud, digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah). 

3). Kuitansi sebagaimane dirnalcsud, digunakan untuk Pengadaan 
BarangJasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (ima puluh 
juta rupiah). 
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4) SK sebagaran.a dimnaksud, dgunak.an untuk Pengadaan 
Brang/Peerjaan Konstrulsi/Jarsa Lainnya sampai dengan 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi 
dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lira puluh juta rupiah) 

5). Surat Perjanjan sebagaimana dimaksud, digunakan untuk Pengadaan 
Brang/Pekerjaan Konstrulsi/Jarsa Lainnyea dengan nilai diat.as 
R0200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi 
dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (limna puluh juta rupiah). 

P. PERJANIAN/KONTRAK PENGADAAN BARANG/ASA 

1. Umum. 

a. Dolumen kontrak memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut: 
1) Hari, tanggal dan bulan serta tahun kontrak ditandatangani. 
2) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas 

mengenai jenis dan jumlah barang/'jasa yang diperjanjikan. 
3) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian. 
4) Nitai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat 

pembayaran. 
5) Persyaratan dan spesifkasi teknis yang jelas dan terind. 

b. Penyusunan/ pembuatan Dolumen kontrak beserta lampirannya 
dibuat atas biaya Penyedia Barang/Jasa. 

c unto pe"envont penoaaan bwnope 
dimalcsud agar berpedoman pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor S4 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

d. Dalam rangka pengendalian kegiatan serta untuk 

monitoring/evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilelangkan maka 1 
(satu) set Dolmen Perjanjan/Kontrak untuk tiap-tiap Pengadean 
Barang/Jasa supaya dilirimlan kepada Bupati Jepara Cq. Bagian 
Pembangunan Setda Jepara, serta tembusan disampaikan kepada : 

1) Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah 
2) Kepala Bappeda Kabupaten Jepara 
3) Kepala DPPKAD Kabupaten epara 
4) Kepala Bagian Pembangunan Setda Jepara 
5) Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Jepara 

2. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/as, 

• pp9K menyempurnal.an rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 
untuk ditandatangani. 

b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 
setelah DIPA/DPA ditetapkan. 

c. Pera pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jars.a 
menyerahkan Jamin.an Pelakcsanaan paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja terhitung sejak diterbitkannya $9PBJ. 

d. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks 
dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukurm 
Kontrak. 

e. Phake yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direlsi yang 
disebutian namarryadalam Aita Pendirian/Anggaran Dasar 
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Peryed Barang/asa, yang telah didaftarian uai den9an 
peraturan perundan-undang 

f. Phair lain yang bult Direlcsi at yang narnanya tidal disebutan 
d ala m  Aita  Pendirian/An9garan Dasar sebagairana dirnaksud 
diat.as, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, 
sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan 
yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuas.a 
tau pendeiegasian Alta Pendirian/Aggaran Dasar untuk 
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 

3, Perbahan Kontrale 

a. Dalamn hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 
pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang 
ditentukan dalam Dolumen Kontrak, pPK bersama Penyedia 
Barang/asa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang 
meliputi: 
1). menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang 

tercanturm dalamn Kontrak; 
2). menambah dan/ atau mengurangr jenis pekerjaan 
3). mengubah spesifkasi teknis pekerjaan sesual dengan 

kebutuhan lapangan; atau 
4). mengubah jacdwal pelaksanaan 

b. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beriaku 
untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau 
bagin pekerjaan yang menggunakan harga satuan dani Kontrak 
Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 

c. Pekerjaan tambah sebagairana dimaksud dliatas huruf a 
dilalcsanal.an dengan ketentuan: 
1). tidal melebihN 10% (sepuluh perseratus) dart harga yang 

tercantumn dalam perjanjian/ Kontrak awal; dean 
2). tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. 

d. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan 
utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepad.a 
pihak lain, kecual sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia 
Barang/asa spesialis 

f. Pelaggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud huruf d, 
Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk 
dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalamn 
Dolkumen Kontrak. 

g. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat 
dilalukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. 

4, Uang Mula Kerja 

a. Uang Mula dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: 
1). mobilisasi alat dan tenaga kerja; 
2). pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok 

barang/material; dan/ atau 
3). persiapan teknis lain yang dipertukan bagi pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

b. Uang Mula dapat diberkan kepada Penyedia BarangJasa dengan 
ketentuan sebagai berilut: 
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1). PK meryetuji Rencana Penggunaan Uang Mula yang 
dirjukn olieh Peryedia Barang/Jars.a, 

2). untuk tsaha ecil, uang mula dapat diberikan paling tinggi 
30% (tiga puluh perseratus) dani nilei Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa; 

3). untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultans, uang 
mula dapat diberiln paling tinggi 20% (dua puluh 
perseratus) dart nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; 

4). untuk Kontrak Tahun Jarnak, uang muka dapat diberikan: 
a). 20% (dua puluh perseratus) dart Kontrak tahun pertama; 

atau 
b), 15% (lira belas perseratus) dart nilai Kontrakc. 

c. Uang Mula yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, 
harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesual 
dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat 
persetujuan PK. 

d. Nai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara 
proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 

5. Pembayaran Prestasi Kerja. 

a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: 
1). pembayaran bulanan; 
2). pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan 

(termin); atau 
). pembeyaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. 

b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa 
setelah diurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda 
apabila ada, serta pajak. 

c. Permintaan pembayaran kepad ppK untuk Kontrak yang 
men9gunak.an subkontrak, harus dilengkapi bukti perbayaran 
kepada seluruh subkontraktor sesua dengan perkembangan 
(progress) pekerjaannya. 

d. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstrulsi, dilalukan 
senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan 
dan/ atau bahan yang menjadi bagian dani hasil pekerjaan yang 
akan diserahterirakn, sesual dengan ketentuan yang terdapat 
dalamn Kontrak. 

e, PPK menahan setbagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagal 
uang retens+ untuk Jarman Pemeihara_"erean Konstrulest dean 
Jasa Lainnrya yang membutuhk.an mas.a pemeliharaan, 

6. Pelalosanaan Kontrak Untuk Pengadaan Barang/asa Dalam 
Keadaan Tertentu 

Dalam keadaan tertentu sebagaimana diraksud dalam Perpres Nomo 
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 
2010, Penunjuan Langsung untuk pekerjaan penan9gulangan bencana 
alamn dilaksanalan sebagai berikut: 

a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dart PA/'KPA 
dan salinan pernyat an  bencana  alamn  dari  pihal/instansi  yang  
bewenano  sesuer etentuan peraturn P"""""@ udnoon; 

b. opname pekerjaan di lapangan dilalukan bersarna antar PPK darn 
Perryedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi 
pengadaan dapat dilalukan secara simuttan; 
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C. penanganan drurat yang danary.a ber al dani dan.a 
penanggoia gan bencanea ala adalat 
1). penanganan darurat yang harus segera dilaksanaan dan 

dirs le aikan dalam waitu yang paling singkat untuk kearanan 

dan leselarnatan masyarakat dan/tu untuk menghindari 
erugian negara atau masyarakat yang lebih besar; 

2). konstrulcsi darurat yang harus segera dilakcsanal.an dan 
diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk 
keamanan dan keselamnatan masyarakat dan/atau menghindari 
kerugian negara/masyarakat yang lebih besar; 

3). bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan 
wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat 
dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat 
melebihi 10% (sepuluh perseratus) darn nilai awal Kontrak; 

4). penggunaan konstruksi permanen, jikapenyerahan pekerjaan 
permanen masih dalarm kurun waktu tan9gap darurat atau 
penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstrulcsi 
permanen untuk menghindart kerugian negara/masyarakat 
yang lebih besar. 

7. Keadaan Kahar 

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak 
para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga 
kewajtban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidakx dapat 
dipenuhi. 

b. Yang dapat dig0long#an sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 
1). bencana alamn; 
2). bencana non alam; 
3). bencana sosial; 
4). pemogokan; 
5). kebakaran; dan/atau 
6). gangguan industni lainnya sebagaimana dinyatakan melalui 

keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteni teknis 
terkait. 

c. Dalam ha terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa 
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PK 

secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hart 
kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan 
salinan perryatan Keadaan Kahar yang dikeluark.an oleh 
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undan. 

d. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang 
disebabk.an oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 

e. Ketertarmbatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh 
terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. 

f. Sete lah  terjadirya  Keadaan Kahar, para pihak dapat mo lalukan  
esepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak. 

8. Penyesuaian Marga. 

a. Penyesuaian Harga dilalkukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1). penyesuaian harga diberialukan terhadap Kontrak Tahun 

Jamal berbentuk Kontrak rlarga Satuan berdasarkan 
ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalamn 
Dolumen Pengadaan dan/atau perubahan Dolumen 
Pengadaan; 
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2). tat Cara perhtungan penyt uaian harga harus dicanturmnkn 
dengan jelas dalv m Dolumen Pengadaan;; 

3). peryesuaian harga bidak dibertalukan terhadap Kontrak Tahun 
Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan 
Harga Satuan timpang. 

b. Persyaratan penggunaan rumusan penyesualan harga adalah 
sebagai berilut: 
1). penyesuaian arga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jarmak 

yang masa pelaksanaannya lebih dani 12 (dua belas) bulan 
dan dibertalukan mulai butan ke-13 (tiga belas) sejak 
pelaksanaan pekerjaan; 

2). penyesuaian Harga Satuan bertalku bagi seluruh kegiatan/mata 
pembayaran, kecualt komponen keuntungan dan Biaya 
Overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran; 

3). penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan yang tercantumn dalam Kontrak awal/adendurm 
Kontrak; 

4). peryesuaian targa Satuan bagi komponen pekerjaan yang 
berasal dari luar negeni, menggunalan indeks penyesuaian 
harga dani negara asal barang tersebut; 

5). jenis pekerjaan baru dengan ttarga Satuan baru sebagai 
akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian 
harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak 
tersebut ditandatangani; dan 

6). Kontrak yang tertambat pelaksanaannya disebabk.an oleh 
kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian 
harga berdasaran indels harga terendah antara jadwal awal 
dengan jadwal realisasi pekerjaan. 

c. Penyesuaian Marga Satuan sebagaimana dimaksud huruf b.2), 
ditetapkan dengan rurus sebagai berikut: 

Hn = Ho (a+b.Br/Bo +c.C/Co+d.D/Do+.......) 

Hn Marga Satuan Barang/asa pada saat pekerjaan 
dilaksanakan; 

• 
lo = Marga Satuan BarangJasa pad saat harga penawaran; 
a Koefisien tetap yang terdint at.as keuntung-an dan overhead; 

Dalam hal penawaran tidak mencanturnkan besaran komponen 
eon.,Pea mo » -0.1s 
b c d  Koefisien  komponen  Kontrak  seperti  tenaga  kerja, 

bahan, alat kerja, dan sebagainy; 

Penjumlahan a+b+c+d+.....dan seterusnya adalah 1,00. 

Bn, Cn, Dn Indelks harga komponen pada saat pekerjaan 
dilaksanakan; 

Bo, Co0, Do Indels harga komponen pada bulan ke-12 
setelah penandatanganan Kontrakc. 

c. Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri 
teknis yang teriait. 

d. Indels harga yang digunalan bersumber darn1 penerbitan BPS. 
f. Delam hal indeks harga tidak dimnuat dalam penerbitan BPS, 

digunak.an indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 
g. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berilut: 

Pn (in1 x VI) + (Ha2 v2) + (in3 x V3) + ...•. dan 
seterusny8 
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Pn Nil.i n tr ak  sertelah  dilalula peyesuaan Parga 
Satuan Barang/Jarsa, 

in Harga Satan bar setiap jenis komponen pekerjaan 
setelah dilaluk.an peryesuaian harga menggunakan 
rumusan penyesuaian riarga Satuan; 

V Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang 
dilakcsanal.an 

9, pemutusan Kontrake 

a. PK dapat mermutuskan Kontrak secara sepihak, apab#la: 

1). kebutuhan barang/'jasa tidak dapat ditunda melebihi batas 

berakhirnya kontrak; 
2). berdasarkan penelitian PK, Penyedia Barang/Jasa tidal akan 

mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun 
diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lira puluh) hart 
kalender sejak masa berakchirnya pelakcsanaan pekerjaan untuk 
menyelesaikan pekerjaan; 

3). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan 
sampai dengan S0 (lira puluh) hari kalender sejak masa 
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa 
tidak dapat meryvelesaikan pekerjaan; 

4). Penyedia Barang/Jasa lalai/ cidera janji dalam melaksanakan 
kewapibannya dan tidak mermperbaiii kelalaiannya dalam 
jangka waktu yang telah ditetapk.an; 

5). Peryedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan 
dan/at peralsuan dalamn proses Pengadaan yang 
diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/ atau 

6). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN 
dan/ atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan 
Pengadaan Barang/asa dinyatakan benar oleh instansi yang 
berwenang. 

b. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan 
Penyedia Barang/Jasa: 
1). Jaminan Pelaksanaan dicaran; 
2). sisa Uang Mula harus dilunasi oleih Penyedia Barang/Jasa at.au 

Jarmin.an Lang Mula dicairkan; 
3). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan 
4). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

10. Penyelesaian Perselisihan 

a. Dalamn hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan 
Barang/Jasa Pemerintah, para pihak teriebih dahulu menyelesaikan 
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. 

b. Dalam hal penyele aian perselisihan sebagaimana dimaksud diatas 
tidak tercapal, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilalcuk.an 
melalui arbitrase, alternatif penyeiesaian sengketa atau pengadilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1i. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

a. Sebelum dilalukan permeriksaan atas hasil pekerjaan Penyedi.a 
Barang/asa mengajukan/menyampaikan surat permohonan 
pemnerilsaan pekerjaan kepada Pimnpinan Program/Kegiatan beserta 
Instansi Teriaairt lainnya. 
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b. Bya perenie an peer n menjadi tang9ung janwab Peryedi 
Barang/arsa 

1l. S er ah  Terima Pelerjean 

a. Seteah peterjaan sekt ai 100% (seratus perseratus) sesuat dengan 
ketentuan yang tertuang dalarm Kontrak, Penyedia BarangJasa 
mengajukan permintaan secara tertulis kepada A/KPA melalui PK 
untuk penyerahan pekerjaan. 

b. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk 
melalukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah 
diselesaik.an. 

c. Apabila terdapat kelurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
melalu pPK memerintahk.an Penyedia BarangJasa untuk 
memperbald dan/atau melengkapi kelurangan pekerjaan 
sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. 

d. PanttiaPejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan 
pekerjaan setelah seluruh hasit pekerjaan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Kontrak. 

e. Khusus Pekerjean Konstruksi/ Jasa lainnya: 
1). Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan 

pemeliharaan atas hasit pekerjaan selama masa yang 
ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti 
pada saat penyerahan pekerjaan; 

2). masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen 
selarna 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan sen 
permanen selama 3 (0iga) bulan; dan 

3). masa pemeiharaan dapat melampaul Tahun Anggaran. 

f. Setelah masa permeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
berekhir, PK mengembalikan Jarrinan Permeliharaan/ uang retensi 
kepada Penyedia Barang/Jasa 

g. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi dibertakukan sesual 
kesepakatan para pihak dalam Kontrak. 

h. Penyedia Barang/Jasa menandatangani Benita Acara Serah Terim 
Akhir Pelerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand 

Over) 
I Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara 

Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud dimasukkan 
dalam Daftar Hitam. 
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8AB IV 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAN 

A. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kalt diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

2. Peraturan Pererintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Mink Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609), sebagirana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pererintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. 

3. Peraturan Menterni Dalam Negent Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Telnis Pengelolaan Barang Daerah. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 4). 

8. PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAN 

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah balk yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun 
yang berasal danit peroletan lain yang sah balk yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak beserta bagian-baginnya atupun yang merupakan satuan 
tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diulur atau ditimbang termasuk hewan 
dan tumbuh-tumbuhan kecuall uang dan surat -surat berharga lainnya. 
Barang yang berasal dart perolehan lain yang sah (selain dart dibelt atau 
diperoleh dant beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat 
berupa :  

1. Brang yang diperoleh dart hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya; 
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dart perjanjian/kontrak; 
3. Barang yang diperoleh berdasaran ketentuan Undang - Undang; 
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadlean yang telah 

memperoleh ketentuan hulumn tetap. 
Barang milk daerah sebagaimana tersebut datas, terdiri dani: 

1. Barang yang diriliii oleh pemerintah daerah yang 
penggunaanya/peralaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah ($PD) uai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Barang yang dimnilki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milk 
Derah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah 
yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaanya berada pad.a 
perusahaan di rah atau Badan usaha Milk Daerah lainnyea yang 
aooparacy_<ctn pee aoooaran Perusahean perah tau eden 
Usaha Milk Daerah lainnya. 
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C. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAN 

Pengelolaan barang milk daerah dilaksanakan secara terpisah dart 
pengelolaan barang milk Negara. 

• Kepala Daerah sebagai pemegang keluasaan pengelolaan barang milk 
daerah mermpunyai wewenang '  
a). Menetaplan kebijaan pengelolaan barang milik daerah; 

b) Menetapkan penggunaan, permanfaatan atau permindahtanganan 
tanah dan bangunan; 

c). Menetaplan kebijakan, pengaranan barang milik daerah; 

d). Mengajukan usul perindahtanganan barang milik daerah yang 
merertukan persetujuan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah; 

e). meryetujui atau menolak usul perindahtanganan, penghapusan 
barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; 

f). Menyetujui atau menolak usul peranfaatan barang miik daerah 
selain tanah dan/ atau bangunan. 

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah 
berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan 
pengelolaan serta tertib administrasi barang milik daerah. 

2. Sekretanis daerah selalu pengelola, berwenang dan bertanggungjawab: 

a). Meneiiti dan menyetujut rencana kebutuhan barang mitik daerah; 
b) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ 

perawatan barang milik daerah 

c). Mengatur pelaksanaan pernanfaatan, penghapusan dan 
permindahtangan barang milik daerah yang telah disetujut oleh 
Bupati atau DPRD; 

d). Melalukan koordinasi dalam pelaksanaan inventartisasi barang milik 
daerah; dan 

e). Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang 
milk daerah. 

f). Menetapan pejabat pen9guna, kuasa pengguna, pengurus dan 
penyimnpan barang milik daerah. 

3. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapat Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jepara sebagai Pembantu Pengelola Barang bertanggung 
jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah 
yang ada pada satuan kerja per angkat daerah. 

4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang milik 
daerah, berwenang dan bartanggungjawab: 
a). Mengajukan rencana lebutuhan dan pereliharaan barang milik 

dz rah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya 
kepada Bupati melalui pengelola; 

b). Mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan 
dan/ atu penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dart 
beban AP8D dan/ atu perolehan lainnya yang sah kepada Dupeat 
melalui pengeola; 

c). Melakukan pencatatan dan irventarisasi barang milik daerah yang 
berada dala m penguasaannya; 
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0). Menggunan barang ma daeran yang ber e  da la m  
peony  one  veoenno"?renooeran toes po lo  
dan  fungsi  satuan  ierja  perangiat daerah yang dipimpinnya; 

e). Mengarank.an dan memelihara barang milike daerah yang berada 
dalam penguasaannya; 

f). Mengajuk.an usul pemindahtangana barang milik daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan dan selain tanah darn/atau bangunan 
yang tidak memertukan persetujuan DPRD; 

g) Menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau 
bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas 
polok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui 
pengelola; 

h). Melalukan pengawasan dan pengendalian atas pen9gunaan barang 
milik daerah yang ada dalarm penguasaannya; dan 

l). Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pen9guna 
Seresteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBT 
serta Laporan Inventarisasi S (lira) tahunan (sensus) yang berada 
dalam penguasaannya kepada pengelola barang. 

5. Kepala unit kerja/UPTD selaku kuasa pengguna barang milik daerah, 
berwenang dan bertanggungiawa; 

a). Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah dan 
pemeliharaan barang miik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya 
kepada Kepala SKPD yang bersangkutan dengan tembusan 
pembantu pengelola barang; 

b). Metalukan pencatatan dan inventarisasi barang milk daerah yang 
berada dalamn penguasaannya; 

c). Menggunakan barang miik daerah yang berada dalarm 
penguasaanoya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok 
dean fungsi unit kerja yang dipimpinnya, 

d.). Mengarankan dan memelihara barang milk daerah yang berada 
dalam penguasaannya; 

e). Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang 
milk dau rah yang ada dalam penguasaanya; dan 

f). Menyusun dan menyarnpailk.an Laporan Barang Kuasa Pengguna 
Semesteran (LBS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
(LBPT) serta Laporan Inventarisas 5 (ima) tahunan (sensus) yang 
berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang 
bersangkutan dengan tembusan pembantu pengelola barang. 

6. Tugas Penyimpan Barang: 

a). Menenima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; 

b). Meneliti dan menghimnpun dolumen pengadaan barang yang 

c) Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesual dengan 
dolumen pengadaan; 

d). Mencatat barang milik daerah yang diternima ke dalam buku/kart 
barang; 
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e). Mengaraniln barang milk daerah yang ada dalamn persediaan; 
dan 

f). Membuat laporan peneriraan, peryaluran dan stock/ persedliaan 
barang miii daerah kepada Kepala SKPD / Unit Kerja. 

7. Tugas Pengurus Barang: 

a). Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing 
masing SKPD/Unit Kerja yang berasal dart AP8D maupun perolehan 
lain yang sah kedalam Kartu Irventaris Barang (KIB), Kartu 
Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk 
Imventaris (BID), sesuail kodefikasi dan penggolongan barang milik 
daerah; 

b). Melakukan pencatatan barang milik daerah yang 
dipelihara/ diperbaiii kedalam kartu pemeliharaan; 

c). Menyiapkan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna 
Seresteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna 
Tahunan (LBP'T) serta Laporan Imventarisasi 5 (lima) tahunan yang 
berada di SPD/ Unit Kerja kepada pengelola; dan 

d). Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak 
atau tidak dipergunak.an lagi. 

D. SIKLUS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

Slikdus pengelolaan barang milk daerah merupakan rangkaian kegiatan 
darn/ atau tindakan yang meliputi 

1 Perencanaan Kebutuhan dan enganggaran 

2 Pengadaan 

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Perryaluran 

4. Penggunaan 

s. Penatausah.aan1 

6. Pemanfaatan 

7. Pengamanan dan Pemeliharaan 

8. Penilaian 

9. Penghapusan 

10. Permindahtangan 

11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan 

12 Pernbiayaan 

13 Tuntutan Ganti ruagi 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidus Pengeolaan Barang Milik Daerah 
dietur dengan Peraturan Bupati. 

' 
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' 
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BAB V 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

A. UMUM 

Format Laporan (Format Kerajuan Fislk dan Sarang Laba-Laba). 

1. Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya Pimpinan 
Program/Kegiatan melalui Penanggung Jawab Kegiatan diwafibkan 
menginim laporan kerajuan fisilk dan keuangan kepada Bupati Jepara 
qq. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara dengan 
tembusan Kepala Bappeda Kabupaten Jepara, Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Jepara dan 
Kepala Inspeltorat Kabupaten Jepara serta Stat Ahli Bupati Jepara. 

2. Bagin Pembangunan Setda Kabupaten Jepara sesuai dengan fungsinya 
mengolah laporan tersebut sebagai bahan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan Ang@ran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2013. 

8. REVISI 

Pada dasarnya revisi sedapat munglin dihindani karena hal tersebut 
menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. 

Apabila terpaksa dilalukan revisi atas jenis-jenis kegiatan yang telah tertuang 
dalamn Dolumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat 
dliusulk.an kepada Bupati Jepara Ca. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DP9KD) dengan tembusan Bagian Pembangunan Setda 
Jepara dan Kepala Inspeitorat Kabupaten Jepara. 

C. SISA DANA PENGELOLAAN KEGIATAN 

Sisa Dana Kegiatan (termasuk Sisa Tender) harus disetorkan ke Kas Daerah 
sebelum tutup tahun an9aran. 

D. PENGENDALIAN KEGLATAN 

Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKD) ge Kabupaten Jepara. 

1. Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan SKPOD yang selanjutnya 
disebut Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD diselenggarakan di 
Tingkat Kabupaten. 

2 Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD yang dilaksanakan adalah ; 

Pengendalian Operasional Kegiatan Tiglat Penanggungjawab Kegiatan, 
Pimpinan Program/Kegiata dan Pejabat Pelaksana Tekcnis Kegiatan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan meryiapkan data kegiatan serta 
permasalahan yang perlu dipecahkan. 

3, Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD bertujuan; 
a). Merantau pelaksanaan kegiatan 
b). Pemecahan masalah yang diternui dalarmn pelaksanaan kegiatan 
c). Peningkatan efisiensi, efeltivitas dan produktivitas kerja. 

' 

' • 

l 

' 

,- 

r 

-, 

' 

f 

' I 

' 

' • 

l 

' 

,- 

r 

-, 

' 

f 

' I 



4. pa la m  rang p magi.at.n pen-aw an me le i.t  serta  pencapaian  

eft  ns da  s#e  fits pelalsanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Di rat, Satan erja Perangiat Daerah measing-masing supay 

• era an ea 

5. Penyampain laporan dalam Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD; 

a). Meryajan data pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara yang ada di Satuan Kerja Perangkat 
Daerah masing-masing. 

b). Untuk penyajian tersebut diatas harus disusun: 
1). Laporan kerajuan kegiatan sampai dengan bulan laporan. 
2). Permasalahan yang ditermui untuk dijadikan bahan 

penyelesalan atau sebagai pedoman/ pegangan bagi kegiatan 
lain yang menerut masalah-masalah yang sara. 

6. Bahan-bahan Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan $KPD ;  
Bagian  Pembangunan  Setda  Kabupaten Jepara bertanggung jawab atas 

penyusunan dan kajian yang akan dibicarakan/dijadikan bahan dalamn 

Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan SKPD. 

7. JMika dipandang perlu hasil pembahasan dilanjutkan dengan peninjauan 
lapang.an. 

E. PENGAWASAN KEGIATAN 

1. Inspektorat Kabupaten Jepara bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan pengarwasan fungsion.al atas Anggaran Pendaptan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013. 

2. Hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesual rekomendasi dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

3. Atasan langsung bertanggung jawab atas pengawasan melekat terhadap 
aper at bawahannya. 

4. Dalam rangka mengilutsertakan pengawasan oleh masyarakat terhadap 
pelaksanaan egiatan dibuatk.an papan narna kegiatan, serta terbusan 
Dolumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dilirim 
le DPRD Kabupaten Jepara 

F. LAIN-LAIN 

Bagi SK9OD yang secara telcnis mengelola kegiatan yang dibi@yal dart 
Pusat/Propinsi supaya melaporkan kepada Bupati Jepara tentang egiatan 
tersebut dilampini dengan DIPA/DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Operasional (RKO) 
b «ta Rencana Anggaran Bia Pelaksanaannya 
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BAB VI 

PETUNUK PENGISLAN BLANKO 

A. STANDAR PAPAN NAMA KEGIATAN APBD KABUPATEN JEPARA 

TAMUN 2013 

--=-_.,... __ ,_ .. _APIIOcc="""""'-="---•-''"_J_"_,..,._-l } • TAHUN 2013 

NAMMA KEGUATAN 

BUAYA 

LOKASI 
wAKTU PELAKSANAAN ARN 

1a0 TANOGAN MOLAN 
TANGGAL SELE SAN 

110 JENIS PEKERJAATARGET 
DINAgSAT\LAN KER.JA ERANG&AT AERA 
PEGELOL 

PENYEDUM BARANGVJASA CVPT 
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8. PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN KEGLATAN TAHUN 2013 

Nara ' ' e a  an  
No  Kegiatar/ Nomot 

Jumlah Fisk 
Target 

Dana (%) 
DPA SPMu % sp) % 

I 2 3 4 5 6 7 8 • 

Jumlah 

Jepara, .....oo....... 2013 

Kepala Satuan Kerja 
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C CONTOH FORMULIR ISLAN KUALIFIKAST BADAN USAHA PEKERAAN 
KONsTRuKS1 

FORMULIR ISLAN KUALIFIKASI 
UNTUK SADAN USAHA 

Saye yang bertanda tangan di bawah ini 

[nama wakll sah badan usaha] 

[dist suai jabatan dalam akta notanis] 

pr/vyFrra/Koperasi [pill 
yang sesuai dan canturkan nama badan usaha] 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 
berdasaran Ate Notaris _ [s e  al  aka  
pendirian/perbahannya'surat kuasa, disebutktan secara jelas nomor dan 
tanggal akta pendiriar/perubahany'surat kuasa. Jila kemitraan/SO maka 
ditamba Surat Perjanjian Kermitraan/KS0O} 

2. saya bukan sebagal pegawai K/L/D/I [bagi pegawa /L/DI yang sedang cuti 

diloar tanggungan L/DI ditulls sebagal berikt: "Saya merupakan pegawal 
/LD/I yang sedang cuti diluar tanggungan KAU,DI"}, 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan 

para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan ini; 

5. badan usaha yang s@ya walilt tidak masuk dalamn Daftar Hitam, tidak dalarn 
pengeawasan pengadilan, tidak pailt, dan kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 

' 6. salah satu darn/atau serua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak 
masuk dalarm Daftar Hitamn; 

7. data-data badan usaha yang sya walili adalah sebagai berikut: 

Nama 

Jabatan 

Bertindak 
untuk 

dan atas 

nama 

Alamat : 

Telepor/Fax . 

. 

Email 

• • 



A. Data Ad initn i  

I  Nm (PT/CV/nr ·, 

2 Sttus 
. [   □ Cb  .  

Almat Kantor Pusat : 

No. Telepon : 

3. 
No. Fax . 

. 

E-Mail 
. 
. 

Alamat Kantor Cabang : 

No. Tele pon : 

4. 

No. Far : 

E-Mail . . 

8. Lin Usaha 

l, Ne, Surat Hin Lsah 
2. Masa berlaku izin usaha 
3. Instansi mberi izin saha 

C. Lin Lainnya (apabla dipersyaratkan) 

1 1 .  No. Surat lzin 
2. Masa berlalu izir 
3. lrstarsi pemberi_izin 

D. Landa6an Hulm Pendirian Sadan Usaha 

I. Akta Pendirian PT/CV/mu/Koperasi 
• Nomor Akt 

b. Tang&al 
c. Nam Notaris 

2. Alta Ferbahan Terakhir 
A. Nomnor Alta 
b. Tngal 
c. Nama Notaris 

l is t 

: ---- l 

l is t 

: ---- l 



E. Peng 

1. Komisaris untuk Pers« oan Terbats (PT) 

z 
Nam No. TT 

2. Direlsi/ Pengurus Badan Usaha 

No, TT 

F, Data Keuangan 

I /•'"�" a,1,m ""'" Uuh, I 

1. Susunan Keperililan Saham (untukx PT)/Susunan Pesero (untuk 
CV/Firms) 

2. Pajak 

I 
N. KTF Fersentase 

a. Nomor Polok Wajib Pajak 
b. Bukti Laporn Pajak Thun 

terakhir 
c. Bukti Laporan Blanan (tig 

blan terakhir): 
rm fsal 21 

2 PP Psl 23 
3 PF Pal 25/Psal29 
4) PPN 

d. Surat Keterangan Fislal (sehgal 
nti huruf b dne) 

No. Tarss 

No, Tangal 
No Tan&sa! 
No. Tanggal 
No Tangal 
No. Tanggal 

rs 
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G. Data Persomalia (Tenaga ahli/telnis badan usaha) 

tl/bl /tu Tilt fen.gala roles 
r 

"" le • 
dl sertifl 

la hr fedhhl oeer 
erj (ta h eh la , ...• , 

' 
, 

4 

' 
6 T • 

l 

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 

Jeni ] em $n 

Ne slit/Perl pd, ta owtpt Merle fl lcdi oleo leper.bl 

/ pd.at d tip per.a ( lawn Dln 
Perle f wa 

t 2 
, 

4 
, 

6 T • 9 

, 

' 

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai palet tertinggi pengalaman sesuai sub 

bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) 

femberi Tw gal $lead 
felt felt ctr.l 

err 
,.._ Sb cite 

Ne Flt idang Loli 
felerj.an felrj. Alt Ne/ 

BA 

i Nil ctr.al erah 
Telep Tgl 

Terina 

' 
2 

' 
4 

' 
6 

' • 9 0 

J, Data Pekerjaan yang Sedang Dilalasanakan 

Fenton Te 
fejabt felt lotral frones ferkl 

Na l 
lo fen 

No fulet idry, Lo 

felrja felra.an Alt/ Ne/ 
contra rest 

,._ 

Telep gel Nilat (nen. erj 
% • 

' 
2 

' ' " 
7 • 9 7 4 

t4 

• n 

I 
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Modal Kerja 

Nomor 
Tang9al 
Nara Bank 

lat 

. 

--- 

Demikian perryataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung 
jawab. JMika dikerudian hart ditemui batwa data/ dokumen yang sya sampaik.an 
tidak benar dan ada pern als  uan, maka saya dan badan usaha yang saya weal.ii 
bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalamn 

Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada 
pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

[tempat} _[tang9pal] (bulan] 20_ [tahun] 

PT/Cvyfirma'Koperasi 
[pilih yang sesual dan cantumkan nama] 

[rekatkan meterai R9 6.000, 
dan tanda tangan] 

• 
'--- 
• 
'--- 



o. cowrowrou Is1"}or uor us 
EGADAAN BARANG 

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA 

Saya yang bertanda tangan di bawah int: 

Nara 

Jabatan 

Bertindak 

untuk 
dan atas 
nama 

Alamat 

Telepon/Fax 

Email 

[nama wakit sah fila badan usaha] 

[diisi sesuai fabatan dalam akte notaris] 

p/v'FrmaKoperasi [pill 
yang sesuai dan canturmkan nama badan usaha] 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

L. saya secara hulumn mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 
berdasarkan Surat. l suat  akte  pendirian/perubahanoya/surat 
kuasa, disebutian secara jelars nomor dan tanggal akte 

pendirian/perubaha/'surat kuasa. Ma kemitraan maka ditamnbah Surat 
Perjanfan Kermitraan/KS0]; 

2. saya bukan sebagai pegawai K/LD/I [bagi pegawai AL/D/I yang sedang 
cuti diluar tanggungan KL/DI ditulis sebagal berikut: "Saya merupakan 
pegawai LDT yang sedang cut diuar tanggungan AL/DAI" 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidan8; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan 
para pihak yang terkat, langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya walilt tidak masuk dalam Daftar Hitarn, tidak dalam 
pengawasan pengadlan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 

6. salah satu dan/tau serua pengurus badan usaha yang saya wall tidak 
masuk dalamn Daftar Hitam; 

7. data data badan usaha yang saya wakill adalah sebagai berikut: 

• 

' 

L 

• 

' 

L 



I 
Nam (PT/eV/Firm 

: 
rasi 

2 Status : [7   □ Cub  

Alamat ntor sat : 

No. Tele pon 
' 3. 

No. Far : 

E-Mail : 

Alamat Kantor Cabang : 

No. Tele pon : 
4. 

No. Fax : 

E-Mail : 

• bin Usah 

1. No. Surat lzin Usaha 

2 Masa berlaku izin saha 

3. Instansi pemberi izin usaha 

C. 

No. Surat tin 

2 Masa berlalu izin 

3. Instansi pemberi izin 

Tangsal 

Tngal 

D. Land4 an Hulm fendiri erush.n 

1. Alta Pendirian PT/CN/Tiera/Koperasi 

a. Nomor Akte 

b. Tang&al 

c. Nara Notaris 

2. Alta Perbahan Terak hir 

A. Nomor Akte 

b. Tanggal 

c. Nara Notans 

to4drat 

• - 

to4drat 

• - 



t Per u n  

I. Ko us rs urtuk Perron Tertt (FT 

[] Nara No. KTT 
Jabatan dalam Badan 

Usaha 

g Nara Ne. KT Jabatan dalam Badan 
Usaha 

f. Data eurgan 

I. Susman le perililn Sahm (untu.k FD)/Susunan Fesero (untuk CV/Firman) 

I , 
Nara No. TT 

I 
Persentas¢ 

I 
2 Pajak 

Nomor Pokok Wajib Pajak a. 

b. Bukti laporan Fjak Tahu.n 
No. ansal terakhit 

c. Bukti Laporar bularan 
(tiga bula terakhir): 

Ne. tang3al 
D Pr Psl 21; 

No. tang.al 
2 PT Psal 23; 

No. tarsal 
9) PP Psal 25/Psl 29, 
4 PPN 

No, tang 

d [Surat eternggan Fis.kl 

(seta penganti hurt b : No tang 
dn 

• • 
r 

2 Dired/enguru lad th 

N 

• • 
r 

2 Dired/enguru lad th 

N 



G. Dt fen$al fr.. 

Pemberi Twgas 

Bidang/ 
Pejabat Kontrak 

Tang&al Selesai 

Nara Pembuat Me nurt 

No Faket 
sub 

Lok.as 
Komitmen 

feerj.an 
Bidang 

BA Pekerjaan ALarat/ No/ 
Nara 

Tele pon Tanggal 
Nilai Kotrak Serah 

' 
Terim 

' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

' 
Dem~kin perryatan ini say.a buat dengan seberarrya dan penuh rasa tanging jawab 
J~la dikemudian hari ditemui bahwa data/ dolumen yang saya sampaikan tidak benar 

dan ada pemalsan, mala say.a dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan 
sanksi berpa sanlsi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, sggatan 
secan perat, dan/ata pea porn secar pidana kepada  pi.hak berwenang sesai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

tempt}, {tarsal] tbulun/ 2O _[tahunl 

PT/CV/ema/Koperasi 
/pihih yang sesa dn eantumkn mama] 

[relatkn meter Rp 6.000, 
tanda tartan 

mu kzkp wkil stb bud ustb 
(iabat d.la head saha] 

• 

r 

• 

r 



E. CONTOH FORMULIR ISIAN KUALIFIKAST BADAN USAA JA5A 
LAINNYA 

FORMULIR ISLAN KUALIFIKASI BADAN USAHA 

Saye yang bertanda tangan di bawah ini; 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Telepon/F ax 

Email 

[nama wakif sat fika badan usaha] 

[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris] 

PT/CV/Frma/Koperasi [piii yang 

sesuai dan canturkan nama badan usaha] 

menyatakan dengan sesunguhnya bahwa: 

1. say secara hukum mermpunyai kapasitas menandatangani kontrak 
berdasarkan Surat [sesuai akta pendirian/'perubahanoya/'surat 
kuasa, disebutkan secara felas nomor dan tanggal akta 
pendirlean/perubahan/'surat kuasea. Jika kemitraan/SO maka Surat diraksud 
adala Perjanjian Kemitraar/SO; 

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawal AL/DI yang sedang 
cuti diloar tanggungan ALDI ditulis sebagal berikut: "Saya merupakan 
pegawau LDI yang sedang cuti diluar tanggungan ALDI 

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan 
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan ini; 

5. badan usaha yang saya walili tidak masuk dalmn Daftar Hitam, tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegitan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 

6. salah satu dan/atzu semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidal 
masuk dalamn Daftar Hitam; 

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: 

• 

' 

• 

' 



A Dt Adriri.tr 

I. 
Nam (PT/CV firm/ 

: 
rasi) 

2 Status : _-- D  bg  

Ala mat : 

No. Telepon : 
3. 

No. Fax : 

E-Mail 

Alamat #Kantor Pusat 
. 
. 

4. 
No. Telepon : 
No. Fax : 

E-Mail : 

• bin Usha 

4. No. Surat lzin Usaha • 

5. Mas berlaku izin usaha 

6. Instansi pemberi izin usaha 

4. No. Surat lain 

5. Mata berLalku izin 

6. lnstarsi pemberi izin 

D. Landan Hulm fendirin Peru.sh.n 

Tnggal 

Tang8al 

• Alta Pendirian FT/CV/irma/operasi 

• Nomor Akt 

b. Tangsl 

c. Nara Notaris 

2. Alta Ferubahan Tenakhir 

• Noror Akti 

b. Tnl 

c. Nam Notaris 

, 
x. 

- 

t bl afire wth ! C li lainrya hr " 

• 

, 
x. 

- 

t bl afire wth ! C li lainrya hr " 

• 



fenguru 

L. Acri.saris untukr Perron Terbat (PT) 

No Nara No. TT 
Jabatan dalam Badan 

Usha 

I 

2. Direlsi/Pen,gurus Badan Usah 

No Nara N. KTT Jabatan dalam Badan 
Usaha/Kemitraan 

r. Data Kurgan 

3. Susman le perililn Saham (untuk PD)/Susan Fesero (untuk CV/Firma) 

Alamat Persentase 

e. Nomor Folok Wajib Pujak 

f. Bukti Laporan Pajak Thrun 
terakhit 

g. Bukti Laporan bulanan (tig 
bulan terakhir): 
5 PP Pal 2t; • 
6) PP Pal 23; 
7) Ph Psal 25/Psal 29; ; 
8)PPN 

h.Surat terangan Fislaal (sebagai 
anti her bdan eh 

No..tangs! 

No tangal 
No. rsl 
No tarsal 
No tangal 
No. tang.al 

t 

le 
' 

d 
l 

Nm [er] 
I , 

' 

' ' 

t 

le 
' 

d 
l 

Nm [er] 
I , 

' 

' ' 



ti/ht th Tit 
Jlt ferglo pefie/ 

Tale 
.. l 

lahr reddil d lrj (a ha leahlian 
srtiff 

• ' 
h 

' - ' 
4 

' 
6 T • 

' ' 

' 
f 

' ' 

H. Data fslita/Perlatan/Perlienglap.n 

upital 
�-- 

t Meri 
Than ldii Loli 

kti 

No flit/Terlat/ Jah ctgt do pen.b. ( selrung 
epemlila/ 

ferlenglap pd pe Dwlungn Sew 

tr 

' 
2 s 4 

' 
6 7 

' 

I Data Fenglaman Perusahaan (nilai paket tertingsi pengalaman sesuai sub bidang 
yang dipersyaratlan dalam kurun waltu 10 tahun terakhir) 

Pemberi Tugs 
Pejabat 

Kontrak 
Tanggal Selesai 

Nara Sub Pembut Menurut 

Ne Paket Bidns Loksi Komitmen 

Pekerjaan Pekerjaan 
Ala mat/ No 

BA 

Nara 
Tele pon Tang.gal 
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De uilia per an iri sry bat dengan seberanry.a dan pera.hrasa tangang jawalb 
Jul dike din ha diteri baw data/dolmen yang ya smpilan tidal berar 
dan ad pe ls uan, mal say.a an ban usaha yang say.a wakili bersedia dikeral.an 
sanksi berup sanisi admiristrtif, sanisi pencanturan dalam Daftar Hitam, gugatan 
scar perdat.a, dan/ata pelaporan secara pidana kepada pihak berwerang sesai 
dergan ketentuan peraturan perundang-undangan 

hempat}, fagall ftuln/ 2o tahuunl 

r/Cy/ea/Koperasi 
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F. CONTOM PAN (T A  INT'  GRITAS BADAN USAA 

PAITA INTEGRITAS 

Sary.a yang bertanda tangan di bawah ini: 

No.Identitas 

Jabatan 

Bertindak untuk 
dan at.as nama 

-hama wail sah bada.n usa hf 

-ldiisi denan no. TP, SAM tau pasporl 

PT/CV/Firm'operas /pihih yan sesai darn 
cantmkn mama 
ekerjasma deran FT/CV/Firma/opersi _ [hi  
Adan Usha yang hermitr/ 

dalam rangka pengadaan [isi mama palet/ pada Lisi sesai 
denan AL/DNA dengan ini meryatakn bahw: 

• tidal alan melalkukn praitek lorupsi, olusi dan Nepotisme (KKKN); 

2. akan melaporkn kepada pihak yang berwajib/berwenans apabila mengeta hui 
ada indilasi AN di dalam proses pens.adaan ini; 

3. alan mengiluti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesioal 
untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentan peraturan perundang 
undangan; 

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatalan dalam PATA INTEGRITAS ini, 
bersedia menerima san.lsi administratif, menerima sanksi pencanturan dalam 
Dattar Hitam, diggat secara perdata dan/atau dilaporlan secara pidan.a. 
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M. DAFTAR SINGKATAN 
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BAB VII 

P E N U T U P  

Den gi n  adaya  Peryusunan  Juknis Pelak.sanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 

2013 ii, Pengeiola egiatan dapat segera melaksanakan kegiatan-kegiatan 

Agaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 dengan 

tetap memperhatican peraturan dan ketentuan yang berlaku 

Ditetapkan di Jepara 
pada tan9gal o DeKmlo lon 

BUPATT JEPARA, 

•• 

a 
4MAD 
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